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 Penelitian dengan judul “Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Fatwa 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia)” adalah penelitian 
normatif yang menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana fatwa Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 
dan Dewan Hisbah Persatuan Islam mengenai hukum zakat profesi? Bagaimana 
analisis persamaan dan perbedaan fatwa hukum zakat profesi menurut dua lembaga 
fatwa tersebut? 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 
menggambarkan secara sistematis datanya kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode komparatif. Penelitian ini adalah jenis penelitian library 
research yang berpusat pada kajian fatwa zakat profesi menurut Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 
dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia serta menggunakan karya-karya 
ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. 
 Proses penelitian menemukan bahwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 
Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia memfatwakan hukum 
zakat profesi sebagai wajib karena termasuk dalam zakat perniagaan manakala 
Dewan Hisbah Persatuan Islam pula menolak kewajiban hukum zakat profesi atas 
dasar zakat merupakan ibadah mahdh}ah yang ketentuannya ditetapkan oleh Allah 
Swt melalui pensyariatan Rasulullah. Kedua lembaga fatwa tersebut memiliki 
persamaan yaitu pertama dari segi metode istinbat} hukum yang digunakan secara 
umum yakni sama-sama menggunakan al-Qur’an, Sunnah, qiya>s, istihsa>n dan 
maslaha>h mursa>lah. Kedua, persamaan dalam mewajibkan mengeluarkan sebagian 
dari hasil profesi untuk keperluan umat Islam. Perbedaan juga terdapat dalam fatwa 
mengenai zakat profesi yaitu Muzakarah Jawatankuasa Fatwa menetapkan hukum 
zakat profesi sebagai wajib karena termasuk dalam zakat perniagaan, menggunakan 
metode istinbat} qiyas dalam menentukan hukum zakat profesi, menetapkan bayaran 
sebanyak 2.5% dari hasil profesi sebagai zakat, tidak mempunyai tempoh haul dan 
cara menegeluarkan zakat profesi yang berbeda. Manakala Dewan Hisbah pula 
menolak kewajiban zakat profesi karena zakat adalah ibadah mahdh}ah tetapi 
mewajibkan infaq profesi, menggunakan metode istinbat} al-qur’an dan hadits yang 
berbeda dalam menolak kewajiban zakat profesi, tidak menetapkan nisa>b, ha>ul dan 
cara mengeluarkan infaq profesi tetapi mengikut keperluan umat Islam pada waktu 
tersebut. 
 Saran yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan kepada golongan 
aghniya, walaupun ayat tentang kewajiban zakat profesi tidak ditulis secara tegas, 
namun penggunaan harta benda untuk mendukung dakwah Islam, kemaslahatan 
ummat dan pelayanan sosial harus ditingkatkan lagi
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A. Latar Belakang 
 Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada manusia untuk 
mengatur urusan kehidupan dan persoalan ketika di dunia dan bagi persiapan 
menuju kehidupan akhirat. Agama Islam adalah agama yang ka>ffah 
(menyeluruh) karena setiap dari urusan manusia tersebut sudah dibahas di dalam 
Al-Quran dan Hadis. Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka wajib 
baginya melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan Rukun 
Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima yaitu, bersyahadat yaitu beriktikad 
bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan 
solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi 
orang yang mampu.1 Salah satu rukun Islam yang fenomenal dan masih aktual 
dan masih menjadi sorotan sehingga kini adalah kewajiban menunaikan zakat. 
 Zakat merupakan ibadah mah}dhoh dimana rukun, syarat serta cara 
perlaksanaannya telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat juga merupakan 
ibadah yang sangat penting bagi membantu perekonomian umat Islam.2 
Mengeluarkan zakat juga berarti membersihkan harta daripada sebarang perkara 
syub}hah (ragu-ragu). Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah dimana seorang 
muslim mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu yang di ambil dari 
                                                             
1 Qadariah Barkah, Fiqih Zakat, Sedekah Dan Waqaf, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1. 
2 Didin Hafiduddin, Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani, 1998), 1. 
 
 
































sebahagian harta tertentu, yang wajib diberiakan kepada golongan tertentu 
apabila memenuhi syarat-syarat yang tertentu.3 Hal ini berdasarkan firman Allah 
di dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang secara tegas menerangkan bahwa: 
يِهم ِِبَا َوَصلِ  عَ  رُُهْم َوتُ زَكِ   ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة تَُطهِ 
ُْم  ٌٌ َعِليمٌ لَْيِهْمْۖ ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن ِلَّ ي ََِ  ُ   َواَّلَّ
 “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 
 menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
 doamu  itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah 
 Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Surat At-Taubah[9]: 103)4 
 
  Ibadah zakat adalah ibadah ma>liyah ijtima>’yah yang memiliki peran 
yang sangat penting, strategis baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi 
pembangunan kesejahteraan umat. Ibadah ma>liyah ijtima>’iyah merupakan 
ibadah sosial memiliki peran yang sangat penting juga karena berkaitan dengan 
kemaslahatan masyarakat sehingga ketika zaman pemerintahan Abu bakar, 
orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi sehingga mereka 
membayar zakat.5 
  Apabila ditinjau dari aspek diwajibkannya zakat secara bertahap yaitu 
mulai ketika periode Rasulullah berada di Mekah sehingga ke periode Rasulullah 
di Madinah yang memberlakukan ketentuan zakat sesuai dengan bimbingan 
wahyu dari Allah SWT. Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai 
disyariatkan pada tahun ke-2 hijriah di Madinah. Pada tahun tersebut zakat fitrah 
diwajibkan ketika bulan Ramadhan, sedangkan zakat māl diwajibkan pada bulan 
                                                             
3 Zulkifli Mohammad Al-Bakri, Al-Fiqh Al-Manhaji Ibadat Dalam Fiqh Al-Syafi’I, (Selangor: Darul 
Syakir Enterprise, 2011), 467. 
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim, Terjemahan Tafsir Per Kata, (Bandung: SYGMA 
Publishing, 2010), 203 
5 Didin, Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1 
 
































berikutnya yaitu bulan Syawal. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah barulah 
kemudian diwajibkan zakat māl atau kekayaan. Firman Allah Swt. Dalam surah 
al-Mu’minu>n ayat 4: 
  َوٱلَِّذيَن ُهْم لِلزََّكٰوِة فَِٰعُلونَ 
“Dan Orang-orang yang menunaikan zakat.”(Surat al-Mu’minun [23]: 
4).6 
 
  Kebanyakkan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
zakat di atas adalah zakat māl atau kekayaan meskipun ayat itu turun di Mekkah. 
Padahal zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. 
Melalui fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan 
ketika saat Rasulullah menetap di Mekkah, sedangkan ketentuan nisābnya mulai 
ditetapkan ketika Beliau hijrah ke Madinah.7 
  Zakat ditinjau dari aspek ekonomis pula adalah sebagai sebuah 
kebijaksanaan ekonomi dimana dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, 
sehingga dapat memaksimalkan dampak sosial dikalangan masyarakat terutama 
umat Islam sendiri. Dari istilah ekonomi zakat merupakan pemindahan harta 
kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang miskin.8 Zakat juga 
merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi aspek moral, 
sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral zakat membuang sifat tamak dan 
keserakahan golongan kaya. Dalam aspek sosial pula, zakat menjadi sebuah alat 
                                                             
6 Kemernterian Agama RI, Al-Qur’anulkarim …, 342. 
7 Qadariah Barkah, Fiqih Zakat, Sedekah dan Waqaf …, 7. 
8 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, Jurnal Zakat dan 
Waqaf, No.1, Vol.2 (Juni, 2015), 111. 
 
































khas yang diberikan oleh Islam untuk menghapuskan kemiskinan dengan 
menyedarkan golongan kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. 
Dari aspek ekonomi pula zakat mencegah golongan kaya menumpukkan 
kekayaan mereka sehingga mendatangkan bahaya kepada pemiliknya sendiri. 
Jadi zakat itulah yang menjadi sumbangan wajib kaum muslimin untuk 
perbendaharaan negara.9 
  Zakat māl (harta) ketika zaman Rasulullah Saw, zaman sahabat dan 
zaman para tabi’in, dimana jenis-jenis profesi masyarakat ketika itu masih 
sederhana dan aturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati adalah 
sesuai dengan perkembangan ekonomi pada zaman tersebut. Karna itu, para 
ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima yaitu, emas dan 
perak, binatang ternak, pertanian, perdagangan, barang tambang dan rikāz (harta 
temuan). Hal ini juga sama seperti kerangka dalam kitab “al-Fi>qh ‘Ala Maza>hib 
al-Arba’ah” karangan Abd Rahman al-Jazīrī yang mengatakan “Tidak ada zakat 
diluar yang lima macam tersebut”.10 Jika dilihat dalam konteks masa sekarang, 
profesi manusia semakin berkembang sehingga dapat menghasilkan kekayaan. 
Oleh karena itu ulama kontemporer memperluas lagi cakupan harta yang wajib 
dizakati sebagaimana yang dikatakan oleh Yu>suf Qardawī dan Hasbi Ash-
Shiddiqie yang merupakan antara ulama terkemuka dewasa ini. Profesi tersebut 
antaranya adalah dokter, notaris, banker, psikolog dan sebagainya. Hal tersebut 
                                                             
9 Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat”, Hukum 
Islam, No.1, Vol. XIII (Juni, 2013), 14.  
10 Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam …, 15. 
 
































adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah dalam Surat al-
Baqarah ayat 267: 
ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِ َن اْْلَْرضِْۖ َوََل تَ َيمَّمُ يَ  وا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِمن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ
يدٌ   َواْعَلُموا أَنَّ اَّلََّ َغِِنٌّ َحَِ
   اْْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم ِِبِخِذيِه ِإَلَّ أَن تُ ْغِمُضوا ِفيهِِۚ
 Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 
 usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
 keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
 mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 
 terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
 Terpuji. (al-Baqarah [2]: 267)11 
 
  Profesi atau professional, jika dalam literatur Arab dikenal dengan 
istilah al-mih}n. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari al-minh}ah yang berarti 
pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang 
membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran.12 Menurut Yu>suf al-
Qardawī pula, pekerjaan yang menghasilkan uang terbagi kepada dua macam. 
Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. 
Penghasilan semacam ini merupakan penghasilan professional seperti dokter, 
advokat, insyinyur, penjahit, seniman, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua 
adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang buat pihak-pihak pemerintah, 
perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah daripada pekerjaan 
tersebut. Penghasilan daripada pekerjaan seperti itu ini berupa upah, gaji atau 
honorarium.13 
                                                             
11 Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim …, 45. 
12 Qodariah, Fiqih Zakat, Sedekah Dan Waqaf …, 118. 
13 Didin Hafiduddin, Panduan Tentang Zakat …, 103. 
 
































  Permasalahan zakat profesi ini merupakan permasalahan yang baru 
karena tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah 
Saw hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu. Yu>suf al-Qardawī 
merupakan penggagas zakat profesi ini melalui kitabnya Fiqh az-Zakāt yang 
juga mendapat pengaruh dari dua ulama besar lainnya yaitu, Abdul Wahhāb 
Khalla>f dan Abu> Zahrah.14 Namun dalam permasalahan ini juga terdapat 
beberapa yang mendukung dan menolak di wajibkannya zakat profesi ini. 
Sebagian yang mendukung kewajiban zakat profesi ini antaranya Yu>suf al-
Qardawī, Abdurrahman Hasan, Abu> Zahrah, Abdul Wahhāb Khala>f, 
Muhammad al-Ghazālī, Majlis Tarjīh Muhammadiyah, Majlis Ulama Indonesia, 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia dan lain-lain. Selain itu, 
sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi antaranya 
adalah Wahbah az-Zuhayli>, Muhammad Ali as-Sayis, Abdullah bin Ba>z, 
Muhammad Bin Sa>leh Utsa>imīn, Dewan Hisbah Persatuan Islam, Hizbut Tahrir 
Indonesia dan lain-lain.15  
  Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dari Malaysia antara yang 
mewajibkan zakat profesi yaitu sebuah institusi pengeluar fatwa di Malaysia di 
dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 22 Jun 
1997 tentang Zakat Gaji dan Pendapatan Professional (zakat profesi) 
menetapkan kewajiban zakat profesi ini karena zakat profesi ini termasuk dalam 
                                                             
14 Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, 
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No.01, Vol.01 (Maret, 2015), 52. 
15 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer …, 115. 
 
































māl al-Mustafād dan atas alasan maslaha>h ummah dimana daripada zakat profesi 
ini akan menambahkan kutipan zakat dan seterusnya bermanfaat kepada umat 
Islam.16 Hal tersebut juga berdasarkan dalil al-Quran dan as-Sunnah walaupun 
tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Quran dan as-Sunnah tetapi melaui 
penafsiran dapat diperluas kepada maksud zakat profesi. Zakat profesi tersebut 
perlulah memenuhi syarat-syarat zakat yaitu milikan penuh, cukup haul dan 
nisāb. Namun di dalam fatwa tersebut juga menyebutkan kewajiban zakat 
sebelum tiba haul dan perhitungan nisāb zakat profesi adalah mengikut nisāb 
zakat emas.  
  Institusi Islam dari Indonesia pula yaitu Persatuan Islam Indonesia 
(PERSIS) di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam 
yang bersidang pada tanggal 19 Oktober 2002 bahwa tidak diwajibkan 
mengeluarkan zakat profesi atas dasar dari tinjauan Ijtima>’iyat tidak dipahami 
sebagai kewajiban mengeluarkan zakat tetapi diwajibkan untuk mngeluarkan 
infaq. Menurut Dewan Hisbah hukum infaq tersebut wajib dan dinilai sama 
dengan hukum wajibnya zakat. Namun perbedaan antara kedua tersebut adalah 
infaq itu tidak ada nisāb dah haul, kadarnya juga tidak ditentukan sehingga dapat 
memudahkan pemungutan infaq tersebut.  
  Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kedua institusi Islam 
tersebut memberikan fatwa yang berbeda mengenai hukum zakat profesi dimana 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia mewajibkan zakat profesi atas 
                                                             
16 Hairunnizam Wahid, “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia”, Kumpulan Kajian 
Ekonomi & Kewangan Islam (Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, t.t.,), 6. 
 
































dasar termasuk dalam lingkup mal Mustafa>d yaitu semua penghasilan yang 
dihasilkan melalui apa saja pekerjaan yang halal dan mengambil kira 
kemasalahatan ummat disamping mengqiyaskan dengan dalil-dalil dari Al-
Quran dan Hadits. Apa yang menarik juga di dalam fatwa ini adalah mewajibkan 
zakat profesi tersebut tanpa syarat haul yaitu zakat itu perlu dibayar sebaik 
sahaja penghasilannya diterima dan nasab pembayaran zakat tersebut adalah 
sebanyak 2.5 persen.  
  Dewan Hisbah Persis pula menolak zakat profesi karna tiada dalil yang 
mewajibkan zakat tersebut tetapi menggantikannya dengan infaq, namun 
penggunaan istilah infaq tersebut memiliki banyak arti dan termasuk bagian dari 
infaq ini adalah zakat. Infaq tersebut menurut Dewan Hisbah Persis tidak 
mempunyai Haul dan Nisāb tetapi berdasarkan kebutuhan yang bersifat abstrak 
sehingga fatwa mengenai zakat profesi dari kedua institusi tersebut memerlukan 
penelitian. 
  Oleh hal yang demikian, Fatwa yang dikeluarkan oleh kedua institusi 
berikut memerlukan penelitian dari segi persamaan atau perbedaan dalam fatwa 
mengenai zakat profesi tersebut. Fatwa mengenai zakat profesi tersebut juga 
sudah lama dikeluarkan oleh kedua institusi tersebut. Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Malaysia sudah mengeluarkan fatwa mengenai zakat profesi pada 
tahun 1997 yaitu fatwa mengenai Zakat Gaji dan Pendapatan Professional, 
manakala Dewan Hisbah pula mengeluarkan fatwa mengenai zakat profesi pada 
tahun 2002. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui 
bagaimana Institusi fatwa dari negara yang berbeda dalam mengeluarkan 
 
































fatwanya. Selain itu kita dapat mempelajari metode istibath hukum dari kedua 
institusi tersebut disamping mengetahui perbedaan dan persamaan hukum 
mengenai zakat profesi dari kedua institusi fatwa tersebut.  
  Mengingat juga Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yaitu institusi 
dari Malaysia dan Persatuan Islam dari Indonesia, maka sedikit sebanyak 
menambah pengetahuan mengetahui perkembangan zakat profesi di kedua 
negara tersebut. Mengingat juga bahwa zakat profesi yang memeiliki peran yang 
luar biasa untuk kemaslahatan ummah dan untuk kemajuan perekonomian Islam, 
dan juga merupakan permasalahan yang baru yang memerlukan ijtihad dari para 
mujtahid kontemporer maupun lembaga fatwa. Oleh karena itu, permaslahan ini 
memerlukan penelitian lebih lanjut. 
  Berdasarkan hasil penelitian daripada literature-literatur sebelumnya 
atau yang disebut sebagai literature review banyak ditemukan mengenai 
pembahasan zakat profesi namun belum ditemukan penelitian mengenai analisis 
zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi 
Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam. Oleh 
karna hal yang demikian, menarik minat penulis untuk meneliti masalah ini 
menjadi sebuah karya ilmiah ataupun skripsi dengan judul “Hukum Zakat 
Profesi (Studi Komparatif Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah 
Persatuan Islam Indonesia)”.  
 
 
































B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
 Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah awal dalam 
menguasai permasalahan yang ingin dikaji. Suatu objek tertentu dalam situasi 
tertentu dapat diketahui melalui proses identifikasi masalah ini. Berdasarkan 
latar belakang yang sudah dijelaskan, beberapa masalah dapat ditemukan seperti 
berikut: 
1. Hukum zakat dalam Islam. 
2. Peranan zakat dalam Islam 
3. Jenis-jenis zakat māl. 
4. Hukum zakat profesi dalam Islam. 
5. Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 
Ehwal Ugama Islam Malaysia tentang zakat profesi. 
6. Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang zakat profesi. 
7. Persamaan dan perbedaan dalam fatwa hukum zakat profesi menurut 
Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam. 
  Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulisan karya ilmiah 
ini dibatasi dengan batasan-batasan masalah supaya permasalahan ini dibahas 
dengan lebih baik. Batasan-batasan masalah adalah sebagi berikut: 
1. Fatwa zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah 
Persatuan Islam Indonesia. 
 
































2. Persamaan dan perbedaan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 
Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan 
Hisbah Persatuan Islam tentang zakat profesi. 
C. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana fatwa zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan 
Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia? 
2. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan fatwa Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang zakat profesi? 
D. Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas mengenai penelitian yang 
sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
Kajian pustaka juga merupakan rujukan dalam memperdalam penelitian agar 
terhindar dari duplikasi penelitian dan untuk memperoleh konsep atau teori 
komprehensif untuk menganalisis permasalahan. Maka, dilakukanlah telaah 
pustaka atau yang sering dikenal dengan literature review dalam penyusunan 
dan penelitian skripsi ini. 
 
































  Penelitian ini dilakukan terhadap jurnal, tesis, skripsi dan literatur-
literaur yang lain berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah 
melakukan penelitian, ditemukan beberapa penelitian lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini seperti berikut: 
1. Jurnal Muhammad Ikhlas Rosele Tahun 2017 Vol 11, tentang Konflik 
Hukum Zakat Pendapatan: Satu Penilaian,  di dalam jurnal ini 
membahas mengenai konflik hukum zakat profesi yang berlaku di 
Malaysia dimana dikalangan ulama di Malaysia sendiri berbeda 
pendapat ada yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan zakat 
profesi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki 
pembahasan tentang zakat profesi. Namun dalam jurnal tersebut lebih 
membahas mengenai permasalahan zakat profesi yang terdapat di 
Malaysia dan di penelitian ini pula lebih membahas tentang persamaan 
dan perbedaan antara Muakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dengan Dewan 
Hisbah Persatuan Islam Indonesia tentang zakat profesi.17 
2. Jurnal Fuad Riyadi, Vol.2 No1, Juni 2015, tentang Kontroversi Zakat 
Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. Di dalam jurnal ini membahas 
mengenai khilafiyah di kalangan ulama mengenai zakat profesi karena 
perkara tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Saw. Di dalam 
jurnal terebut juga lebih membahas alasan-alasan yang digunakan oleh 
                                                             
17 Muhammad Ikhlas Rosele, “Konflik Fatwa di Malaysia Satu Kajian Awal”, Jurnal Fiqh, No.10, 
(2013). 
 
































beberapa ulama yang mewajibkan zakat tersebut dan alasan yang 
digunakan oleh beberapa ulama yang menolak kewajiban zakat 
tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas 
mengenai zakat profesi.18 
3. Tesis Nugraha Agah, Analisis Terhadap Infaq Profesi Menurut Dewan 
Hisbah Persatuan Islam, Master Thesis UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung, 2018. Di dalam skripsi ini lebih membahas mengenai infaq 
profesi dimana istilah yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan 
Islam yang hampir sama dengan istilah zakat profesi. Persamaan kedua 
penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai zakat profesi dari 
Dewan Hisbah Persatuan Islam tetapi dalam penelitian ini akan lebih 
membahas mengenai perbedaan dan persamaan fatwa Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia.19 
4. Tesis Azri Bin Bhari, Analisis Fatwa Zakat di Malaysia Dari Perspektif 
Maqa>sid Syari’a>h, Thesis Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2016. 
Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai kewajiban zakat 
pendapatan yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 
Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dari 
perspektif maqa>sid syari’a>h. Zakat profesi tidak bertentangan dengan 
maqa>sid syaria>h malah lebih mendatangkan kebaikan kepada umat 
                                                             
18 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, Jurnal Zakat dan 
Waqaf, No1, Vol.2, (Juni, 2013). 
19 Nugraha Agah, “Analisis Terhadap Infaq Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam”, 
(Masters Thesis – UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). 
 
































Islam. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama 
membahas mengenai zakat profesi tetapi dalam penelitian ini akan lebih 
membahas perbedaan dan persamaan zakat profesi menurut fatwa 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia.20 
5. Skripsi Rahmat Riki Jalaluddin, Hukum Zakat Profesi Menurut Dewan 
Hisbah Persatuan Islam dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama, Skripsi 
UIN Gunung Sunang Djati Bandung, 2014. Di dalam skripsi ini lebih 
membahas mengenai analisis zakat profesi dari Dewan Hisbah 
persatuan Islam dengan Bahsul Masail Nahdatul Ulama dimana dari 
dewan Hisbah sendiri tidak mewajibkan zakat profesi dan Bahsul 
masail nahdatul Ulama mewajibkan zakat profesi tetapi dengan syarat 
mencapai haul dan nisāb. Persamaan antara kedua penelitian ini sama-
sama mengkaji mengenai zakat profesi dari Dewan Hisbah Persatuan 
Islam tetapi penelitian ini lebih fokus membahas mengenai perbedaan 
dan persamaan zakat profesi menurut fatwa Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan 
Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia.21 
6. Skripsi Amrullah, Problematika Hukum Zakat Profesi (Studi 
Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam), Skripsi 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017. Di dalam skripsi ini 
                                                             
20 Azri Bin Bhari, “Analisis Fatwa Zakat di Malaysia dari Perspektif Maqasid Syariah”, (Thesis – 
Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2016). 
21 Riki Jalaluddin Rahmat, “Hukum Zakat Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan 
Bahtsul Masail Nahdatul Ulama”, (Skripsi – UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). 
 
































lebih membahas mengenai metode istinbaṭ yang digunakan oleh 
Muhammadiyah dan Persatuan Islam dalam menentukan hukum bagi 
zakat profesi. Muhammadiyah menggunakan metode istinbaṭ bayani, 
ta’lili, istislahi dan qiyas manakala Persatuan Islam pula menggunakan 
zahir ayat daripada Al-Quran dalam menentukan hukum dari zakat 
profesi tersebut. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-
sama membahas mengenai zakat profesi namun penelitian ini akan 
lebih membahas perbedaan dan persamaan zakat profesi menurut fatwa 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia.22 
  Berdasarkan penelitian yang disebutkan diatas, maka bisa diketahui 
bahwa tiada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti dalam 
skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah orisinil. 
E. Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan fatwa dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Dewan Hisbah 
Persatuan Islam tentang zakat profesi. 
                                                             
22 Amrullah, “Problematika hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan 
Persatuan Islam), (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).  
 
































2. Menganalisis persamaan dan perbedaan fatwa Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dengan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang zakat 
profesi. 
F. Kegunaan Penelitian 
  Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan 
dengan zakat profesi menurut Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 
Malaysia ataupun menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam. 
2. Manfaat praktis 
Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
atau rujukan bagi penelitian yang akan datang serta menjadi salah satu 
usaha dan tahapan dalam memberikan solusi kepada masyarakat 
tentang hukum zakat profesi menurut Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam. 
G. Definisi Operasional 
  Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian bagi membantu 
dalam proses memahami suatu pembahasan dalam melakukan penelitian. Judul 
dari penelitian ini adalah Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Fatwa 
 
































Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia), maka dirasa 
perlunya menjelaskan beberapa istilah seperti berikut: 
1. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang 
diperoleh oleh seseorang melalui pekerjaan atau profesinya. Pekerjaan 
tersebut adalah pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan 
yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain dan berkat 
kecekatan tangan ataupun otak (professional). Zakat profesi juga 
termasuk pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak yang lain 
seperti pemerintah, perusahaan maupun perorangan yang memperoleh 
upah yang berupa gaji, upah ataupun honorarium. Yang demikian itu 
adalah apabila sudah mencapai nisābnya dan haulnya maka haruslah 
dikeluarkan zakat.23 
2. Fatwa dalam ilmu ushul fiqh diartikan sebagai pendapat yang 
dikemukakan oleh seorang faqih atau mujtahid sebagai jawaban kepada 
peminta fatwa dalam suatu kasus dan bersifat tidak mengikat.24  
3. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia adalah sebuah institusi pengeluar fatwa di 
Malaysia yang ahlinya terdiri dari semua mufti dari semua wilayah di 
Malaysia dan juga beberapa ahli dalam bidang agama. Institusi ini 
didirikan pada awal tahun 1970. Institusi ini didirikan sebagai sebuah 
                                                             
23 Agis Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam …, 
51. 
24 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 326. 
 
































institusi pengeluar fatwa peringkat kebangsaan dengan tujuan 
menyelaras dan menyeragamkan keputusan di Malaysia. Institusi ini 
juga dianggap sebagai badan yang paling berautoriti dalam 
mengeluarkan fatwa di Malaysia.25 
4.  Dewan Hisbah Persatuan Islam adalah sebuah lembaga hukum yang 
dimiliki Persatuan Islam untuk menangani perkembangan soal atau 
permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan hukum Islam serta 
memberikan fatwa-fatwa hukum kepada Jemaah PERSIS. Pada 
mulanya Dewan Hisbah dikenal sebagai Majlis Ulama dan ditukar 
nama kepada Dewan Hisbah ketika Persatuan Islam dipimpin oleh KH. 
E. Abdurrahman pada tahun 1962-1983.26  
  Dari definisi operasional di atas diharapkan dapat membantu 
memudahkan dan memberikan sedikit pemahaman terhadap masalah yang ingin 
diteliti yaitu berkaitan fatwa zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan 
Hisbah Persatuan Islam. 
H. Metode Penelitian 
  Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah jenis penelitian 
kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas 
                                                             
25 Muhammad Ikhlas Rosele, “Konflik Fatwa di Malaysia Satu Kajian Awal”, Jurnal Fiqh, No. 10 
(2013), 34.  
26 Uyun Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di 
Indonesia, (Bandung: Tafakur, 1999), 77. 
 
































yang terdapat di perpustakaan dalam membuat karya-karya ilmiah seperti buku, 
jurnal, fatwa, skripsi, majalah, dokumen dan catatan-catatan dari sejarah. 
Penelitian ini juga bersifat deskriptif-komparatif yaitu menggambarkan dengan 
sistematis tentang fakta objek yang diteliti dan kemudian mencari persamaan dan 
perbedaan diantara keduanya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah: 
1. Pengumpulan data 
 Pengumpulan data adalah langkah menghimpunkan data-data 
yang berhubungan dengan tema dan kemudian digunakan untuk 
menjawab rumusan masalah tentang hukum zakat profesi berdasarkan 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia.  
2. Sumber data 
 Sumber data adalah tempat dalam memperoleh data yang 
berkaitan dengan tema yang ingin dikaji. Penelitian ini menggunakan 
dua sumber data seperti berikut: 
a. Sumber primer 
 Sumber primer adalah sumber data utama yang digunakan 
sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
 
































Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM). 
2. Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) 
Tentang Aqidah dan Ibadah karangan Wawan Shafwan. 
b. Sumber sekunder 
 Sumber sekunder adalah data-data penguat atau pendukung 
yang digunakan dalam penelitian. Sumber sekunder dalam 
penelitian ini adalah berupa karya ilmiah seperti buku, skripsi, 
jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data 
sekunder dalam penelitan ini adalah seperti berikut: 
1. JAKIM, 4 Dekad Memacu Transformasi Pengurusan Hal 
Ehwal Islam karangan Mohammad Bin Saari  
2. Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 
Malaysia karangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 
3. Manifesto Perjuangan PERSIS karangan M. Isa Anghari 
4. Pembaharuan dalam Islam karangan Harun Nasution 
5. Sejarah Perjuangan PERSIS karangan Dadan Wildan 
6. Qanun Asasi Qanun Dhakhili karangan Pusat Pimpinan 
Persis  
7. Menyorot Ijtihad PERSIS karangan Uyun Kamiluddin 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka 
 
































dilakukan dengan menghimpunkan dan memilih data-data dari buku-
buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian. 
Dokumentasi pula adalah menghimpunkan data-data yang berasal dari 
dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau 
sejarah yang tertulis dan juga bisa dikenal dengan surat resmi yang 
berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang. 
 Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang membahas 
mengenai permasalahan zakat profesi dan dokumen yang berkenaan 
dengan dengan fatwa dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah 
Persatuan Islam.   
4. Teknik Pengolahan Data 
a. Organizing atau pengaturan, yaitu dengan melakukan pengaturan 
dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga 
menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulisan dan penelitian ini 
melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang fatwa hukum 
zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan 
Hisbah Persatuan Islam. 
b. Editing atau penyuntingan, yaitu pemeriksaan ulang semua data 
yang sudah dihimpun dan disusun khususnya dari segi 
kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian data dengan 
penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan penyuntingan terhadap 
 
































semua data yang diperoleh berkaitan fatwa hukum zakat profesi 
menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi 
Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan 
Islam. 
c. Analizing atau analisis, yaitu melakukan analisis berdasarkan data-
data yang sudah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. 
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dilakukan 
analisis terhadapat fatwa hukum zakat profesi menurut Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam. Hasil daripada 
analisis diharapkan dapat menjadi sebuah informasi baru yang 
dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan. 
5. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik Deskriptif Analitis dengan pendekatan komperatif atau 
perbandingan, yaitu data-data yang diperoleh mengenai objek 
penelitian dan kemudian dicari persamaan dan perbedaan dari objek 
tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah fatwa hukum 
zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah 
Persatuan Islam dan dianalisis secara komprehensif. 
 Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir 
induktif, dimana cara berfikir yang mengambil pernyataan yang bersifat 
 
































khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam 
penelitian ini penulis akan menganalisis fatwa Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum zakat 
profesi. 
I. Sistematika Pembahasan 
  Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dalam masing 
masing bab mempunyai sub-bab yang tersendiri. Sistematika pembahasan dalam 
penelitian ini adalah seperti berikut: 
  Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini terdiri daripada latar 
belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
  Bab Kedua membahas tentang tinjauan hukum islam tentang zakat yang 
terdiri dari zakat dalam hukum Islam yang membahas tentang pengertian zakat, 
dasar hukum zakat, macam-macam zakat, nasab zakat, para mustahiq zakat dan 
zakat profesi menurut hukum Islam yang membahas tentang pengertian zakat 
profesi dan pendapat para ulama tentang zakat profesi. 
  Bab Ketiga membahas tentang fatwa zakat profesi menurut Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 
dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia yang terdiri dari sejarah 
perkembangan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan  
Persatuan Islam Indonesia, latar belakang Muzakarah Jawatankuasa Fatwa dan 
 
































Dewan Hisbah, metode istinbaṭ Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia Persatuan Islam Indonesia dan fatwa zakat profesi menurut 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia. 
  Bab Keempat pula berisi pembahasan mengenai analisis fatwa zakat 
profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam yang berisi 
persamaan dan perbedaan kedua institusi tersebut mengenai hukum zakat 
profesi. 
  Bab Kelima berisi penutup yang terdiri daripada kesimpulan dan saran 
daripada penelitian yang telah dipaparkan. 
 
 
































TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT PROFESI 
 
A. Zakat Secara Umum 
1. Pengertian Zakat 
 Zakat adalah isim mas}dar dari kata zaka>-yazku>-zaka>h yang berarti 
bersih, berkah, bertambah dan baik.1  Secara bahasa zakat memiliki akar kata 
zakat yang ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda 
antaranya: 
 Pertama, zakat berarti at-thahu>ru (membersihkan atau 
mensucikan) menurut Imam Nawawī dan Abu Hasan Al-Wahi>di> yang 
bermaksud orang yang menunaikan zakat maka Allah akan membersihkan 
hatinya dan mensucikan hartanya sebagaimana firman Allah dalam surat At-
Taubah ayat 103:2 
رُُهْم َوتُ زَك ِ   ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن ِلَُّ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة تَُطهِ 
ٌٌ يِهم ِِبَا َوَصلِ  َعلَْيِهْمْۖ ي ََِ  ُ  َواَّلَّ
ْم 
 َعِليٌم  
 “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 
 menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
 Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa 
 bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Surat 
 at-Taubah [9]: 103)3 
 
                                                             
1 Dimyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 
Vol.2 No.2 (2017), 191. 
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: t.p., 2013), 11. 
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim …, 203. 
 
































 Kedua, zakat berarti al-baraka>tu (berkah) yang berarti orang yang 
membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah 
Swt. Keberkahan harta tersebut berdampak kepada keberkahan hidup karena 
harta yang digunakan adalah harta yang bersih disebabkan telah membayar 
zakat.4 
 Ketiga, zakat adalah an-numu> yang berarti tumbuh dan 
berkembang. Hal ini menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat 
hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang dan dengan pengertian yang 
lain harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang melainkan 
bertambah. 
 Keempat, zakat bermakna beres atau bagus yang berarti orang 
yang menunaikan zakat hartanya akan selalu bagus yakni tidak bermasalah 
dan terhindar dari masalah. 
 Zakat menurut istilah memiliki makna yang berbeda, zakat 
diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah 
diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada golongan yang tertentu 
dengan kadar dan ḥaul tertentu dengan memenuhi syarat dan rukunnya.5  
Wahbah Zuhayli> pula dalam kitabnya Fiqh al-Isla>mi> wa adillatuhu 
mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para madzhab. Para ulama 
yang bermadzhab Maliki mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian 
                                                             
4 Qodariah Berkah, Fiqh Zakat, Sedekah dan Infaq …, 4 
5 Kementerian Agama Republik Indeonesia, Panduan Zakat Praktis …, 11. 
 
 
































yang khusus dari hata yang telah mencapai niṣābnya untuk yang berhak 
menerimanya. Kewajiban mengeluarkan zakat itu terjadi apabila 
kepemilikkannya sempurna dan mencapai ḥaul selain barang tambang, 
tanaman dan rika>z (harta temuan). 
 Pandangan berbeda disampaikan para ulama yang bermadzhab 
Hanafi, kalangan ulama Hanafiyah mengartikan zakat adalah kepemilikan 
bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang 
telah ditentukan oleh Allah Swt untuk mengharapkan keridhaan-Nya. 
 Perbedaan pandangan ulama Hanafi dan Maliki juga terjadi pada 
para ulama yang bermadzhab Syafi’i, bagi ulama Syafi’i zakat adalah nama 
bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. 
Menurut Hanabilah pula zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu 
untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.6 
2. Dasar Hukum Zakat 
 Diantara ayat al-Qur’an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 
zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut: 
Firman Allah Swt dalam surat an-Nu>r 56: 
 َوأَِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن  
 “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah 
 kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Surat an-Nūr [24]: 
 56)7 
                                                             
6 Dimyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia” …, 19 
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim …, 357. 
 

































 Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-
Baqarah 110: 
مُ   َوَما تُ َقدِ 
ِ  ِإنَّ َوأَِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَةِۚ  اَّلََّ ِمَا وا ِْلَنُفِسُكم مِ ْن َخْْيٍ َتَُِدوُه ِعنَد اَّلَّ
 تَ ْعَمُلوَن َبِصٌْي  
 
“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebikan apa 
saja  yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 
pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat 
apa- apa yang kamu kerjakan”. (Surat al-Baqarah [2]: 110).8 
 
 
Kemudian firman Allah Swt dalam surat al-An’am 141: 
يْ ُتوَن زَّ َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُُمَْتِلًفا أُُكُلُه َوال
 إِنَُّه َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِِبًا َوَغْْيَ ُمَتَشاِبهٍِۚ ُكُلوا ِمن ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َوآتُوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدهِْۖ َوََل تُ 
ْسرِفُواِۚ
 ََل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي  
 “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 
 yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang 
 bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 
 (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari 
 buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 
 tunaikanlah haknya di hari memetic hasilnya (dengan 
 disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-
 lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
 berlebih-lebihan”. (Surat al-An’am [6]: 141).9 
 
Seterusnya firman Allah Swt dalam surat at-Taubah 103: 
ُْم  َواَّلَُّ  يِهم ِِبَا َوَصلِ  َعلَْيِهْمْۖ ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن ِلَّ رُُهْم َوتُ زَكِ   ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة تَُطهِ 
ٌٌ َعِليٌم   ي ََِ  
                                                             
8 Ibid., 17. 
9 Ibid., 146. 
 
































 “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu 
 kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah 
 untu mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
 ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 
 lagi Maha Mengetahui”. (Surat at-Taubah [9]: 103.10  
  
 Rasulullah Saw juga bersabda mengenai zakat dalam hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri: 
ُ َعْنُه ِإََل اْلَيَمِن، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث ُمَعاًذا َرِضَي اَّلَّ اْدُعُهْم ِإََل  فَ َقاَل: أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّلَّ
 أَنَّ اَّلََّ َقِد َفِإْن ُهْم أَطَاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهمْ ، َوَأّن ِ َرُسوُل اَّلَِّ  َشَهاَدِة أَْن ََل إَِلَه ِإَلَّ اَّلَُّ،
َلٍة،  َأْعِلْمُهْم أَنَّ اَّلََّ َفِإْن ُهْم أَطَاُعوا ِلَذِلَك فَ اْفََتََض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَياِئِهْم َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهمْ اْفََتََض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِف أَْموَاِلِِْم   
 “Sesungguhnya Nabi Saw mengutuskan Mu’adz 
 Radiyallahuanhu  ke yaman dan beliau bersabda: Ajaklah 
 mereka (penduduk  Yaman) untuk mngetahui bahwasanya tiada 
 tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Aku 
 adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka 
 beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Swt mewajibkan 
 kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka 
 mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka bahwa, Allah 
 Swt mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat) yang diambil 
 dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir”. 
 (H.R. Bukha>ri No. 1395).11 
 Dasar hukum yang terdapat dalam Alquran maupun hadits yang 
telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban 
yang harus dilakukan oleh semua ummat Islam yang memiliki 
kemampuan melaksanakannya.  
 
                                                             
10 Ibid., 203. 
11 Imam Bukha>ri, Shahih Bukha>ri, (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, 1992), 673. 
 
































3. Macam-macam Zakat 
Secara garis besar, zakat dapat dibagikan menjadi dua macam, yaitu: 
a. Zakat Fitrah 
 Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat Islam 
terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah untuk 
mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotoran dan perbuatan 
yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang 
miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada 
Hari Raya. Zakat fitrah merupakan pajak pada pribadi-pribadi muslim, 
sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta sehingga tidak 
disyaratkan pada zakat fitrah apa yang disyaratkan pada zakat lain seperti 
memiliki niṣāb dan syarat-syarat yang lain. Para fuqaha menyebut zakat 
zakat ini dengan zakat kepala (perkepala) yang berarti zakat pribadi-
pribadi.12 
 Sayyid Sa>biq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang 
wajib dilaksanakan desebabkan selesainya puasa Ramadhan dan 
hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-
laki maupun perempuan, merdeka atau budak.13  
 Pengertian zakat fitrah menurut Yu>suf Qardawi> dalam buku 
karangannya yaitu Fiqh az-zaka>h menyebutkan bahwa zakat fitrah 
                                                             
12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 43. 
13 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 177. 
 
































adalah zakat yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan yang 
juga disebut sebagai sedekah fitrah.14 
b. Zakat ma>l 
 Zakat ma>l adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang 
wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah jangka 
waktu tertentu dan jumlah tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-
buahan, dan segala rizki yang didapatkan baik rizki tersebut dari hasil 
usaha atau dari hasil pertanian, pertambangan, kekayaan laut dan darat 
dan lain-lain. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-
Nya. Segala hasil usaha apa saja yang dikeluarkan dari bumi baik dari 
permukaan bumi, dari perut bumi maupun dari dasar lautan dikenakan 
zakat. 
 Terdapat beberapa pendapat ulama’ mengenai macam harta yang 
wajib dikeluarkan zakat. Menurut Abdurrahman al-Jazyri> harta yang 
wajib dizakati adalah lima yaitu, hewan ternak (unta, kambing dan sapi), 
emas dan perak, komoditas perniagaan, hasil tambang dan hasil bumi dan 
hasil pertanian dan perkebunan.15 Menurut Sayyid Sa>biq pula, harta yang 
wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-
buahan, barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan 
barang temuan.16 
                                                             
14 Dr. Yu>suf al-Qardawi>, Fiqh Al-Zaka>t, ter Dr. Monzer Kahf, Volume II, (Jeddah: Scientific 
Publishing Centre King Abdul Aziz, t.t.,), 197. 
15 Abdurrahman al-Juzayri>, Fiqih Empat Mazhab, Jilid 2, (t.tp.,: Pustaka Al-Kautsar, t.t.,), 444. 
16 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah …, 76. 
 
































 Menurut Wahbah al-Zuhayli> pula, harta yang wajib dizakati ada 
lima yaitu Nuqud (emas, perak dan surat-surat berharga), barang 
tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanaman dan buah-
buahan dan hewan ternak. Wahbah az-Zuhayli> juga mengambil pendapat 
Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.17 Menurut Hasbi al-
Shiddiqy pula, harta yang wajib dizakati terbagi kepada dua yaitu harta 
z}ahīr dan harta tersembunyi. Harta z}ahi>r adalah binatang, tumbuh-
tumbuhan dan buah-buahan manakala harta tersembunyi adalah emas, 
perak dan barang perniagaan.18 
4. Niṣāb dan Haul Zakat 
a. Zakat Fitrah 
 Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan mengenai niṣāb zakat 
fitrah yaitu hadits daripada Abdullah Bin Umar: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة  ُهَما ، قَالَ: فَ َرَض َرُسوُل اَّلَِّ َصلَّى اَّلَّ ُ َعن ْ َعِن  اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّلَّ
ْْلُنْ َثى، َوالصَِّغِْي، َوا َوالذََّكر, َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍْي َعَلى اْلَعْبِد، َواْْلُر ِ اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن ََتٍْر 
 َواْلَكِبِْي ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َوأََمَر ِِبَا أَْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإََل الصَََّلةِ 
 “Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu’anhuma, beliau 
 mengatakan, Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah berupa satu 
 sha’ kurma kering atau gandum kering. (Kewajiban) ini berlaku 
 bagi kaum muslimin, budak maupun orang merdeka, laki-laki 
 maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Beliau 
 memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat 
 shalat”. (H.R. Bukha>ri No. 731).19 
                                                             
17 Wahbah az-Zuhayli>, Fiqh Islami> Wa Adillatuhu, Jilid 3, (t.tp.,: Gema Insani, t.t.,) 189. 
18 Hasby Shiddiqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), 79. 
19 Al-Bukha>ri, Mokhtasar S}ahi>h AL-Bukha>ri, (Cairo: Islamic INC, 2008), 385. 
 
































 Hadits di atas menurut para ulama fiqh sepakat bahwa niṣāb zakat 
fitrah tidak boleh kurang dari satu sha’ baik kurma atau gandum dan 
sebagainya. Adapun terdapat perbedaan pendapat tentang ukuran yang 
harus dizakatkan pada gandum. Pendapat dari Imam Malik dan Syafi’I 
tidak boleh kurang dari satu sha’ manakala Imam Abu Hanifah 
berpendapat bahwa ukuran gandum cukup setengah sha’. Pendapat para 
ulama mengenai kapan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah semua 
ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir-akhir 
bulan Ramadhan. Namun terdapat juga perbedaan pendapat mengenai 
waktunya daripada Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qa>sim dan Imam 
Hanafi yang berpendapat pada saat muncul fajar di pagi Hari Raya. 
Pendapat yang berbeda juga daripada Imam Malik tapi melalui riwayat 
Asyba>b dan juga Imam Syafi’I yaitu setelah matahari terbenam di akhir 
bulan Ramadhan.20  
b. Zakat māl 
 Zakat māl wajib dikeluarkan jika harta tersebut telah mencapai 
batas niṣābnya. Antara batas dan harta yang wajib dikeluarkan adalah: 
1. Zakat Emas dan Perak 
 Emas dan perak adalah logam galian yang sangat bernilai 
yang wajib dikeluarkan zakat setelah mencapai niṣāb selama satu 
tahun penuh. Berdasarkan mendapat mayoritas fuqaha seperti 
                                                             
20 Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtah>d, Ter Abu AL-Majid, Jilid 1 (t.tp.,: Pustaka Azzam, t.t.,), 581. 
 
































Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa niṣāb emas adalah 
20 mis}qal yaitu 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham yaitu 600 
gram (jumhur). Wajib dikeluarkan setelah tersimpan selama setahun 
hijriyah penuh dan besarnya adalah 2,5%.21 
2. Zakat Binatang Ternak 
 Binatang Ternak merupakan binatang yang sengaja 
dikembang biakkan dengan tujuan binatang tersebut menjadi 
tambah banyak. Binatang ternak yang wajib dizakati menurut dalil 
ada tiga jenis yaitu unta, sapi dan kambing.  
Adapun ketentuan bagi zakat unta adalah sebagai berikut:22 
No Jumlah Unta Niṣāb Zakat 
1  5-9 ekor 1 ekor kambing 
2 10- 14 ekor 2 ekor kambing 
3 15-19 ekor 3 ekor kambing 
4 20-24 ekor 4 ekor kambing 
5 25-35 ekor 1 ekor unta (unta betina 1-2 tahun) 
6 36-45 ekor 1 ekor unta (unta betina 2-3 tahun) 
7 46-60 ekor 1 ekor unta (unta betina 3-4 tahun) 
8 61-75 ekor 1 ekor unta (unta betina 4-5 tahun) 
9 76-90 ekor 2 ekor unta (unta betina 2-3 tahun) 
10 91-120 ekor 2 ekor unta (unta betina 3-4 tahun) 
                                                             
21 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 
56. 
22 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 52. 
 

































Manakala ketentuan zakat sapi adalah sebagai berikut: 
No Jumlah Sapi Niṣāb Zakat 
1 30-39 ekor 1 ekor sapi jantan/betina (1-2 tahun) 
2 40-59 ekor 1 ekor sapi jantan/betina (2-3 tahun) 
3 60-69 ekor 2 ekor sapi jantan/betina (1-2 tahun) 
4 70-79 ekor 1 ekor sapi (1-2 tahun) dan 1 ekor sapi 
(2-3 tahun) 
5 80-89 ekor 2 ekor sapi jantan/betina (2-3 tahun) 
 
Manakala ketentuan zakat kambing adalah sebagai berikut: 
No Jumlah kambing Niṣāb Zakat 
1 40-120 ekor 1 ekor kambing (2tahun)/domba (1 
tahun  
2 121-200 ekor 2 ekor kambing/domba 
3 201-300 ekor 3 ekor kambing/domba 
 
3. Zakat Barang Dagangan (Tijārah) 
  Barang dagangan yang dimaksudkan adalah segala barang 
yang diperdagangkan baik itu merupakan harta yang diwajibkan 
zakat atau harta yang tidak wajib di zakati yang memenuhi syarat 
niṣāb dan mencapai tempoh satu tahun. Niṣāb bagi barang dagangan 
adalah sebanyak 90 gram emas yang telah mencapai tempoh satu 
 
































tahun. Barang dagangan tersebut akan dikira pada awal tahun 
dagangannya dan dihitung kembali pada akhir tahun. Jika mencapai 
niṣāb tersebut maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5%.23 
4. Zakat Tanaman 
 Tanaman yang dimaksudkan adalah semua tanaman baik 
hasil, buah atau tanaman yang memiliki harga dan manfaat secara 
syar’i>. Zakat tanaman dikeluarkan pada waktu panen dan tidak 
mempunyai waktu ḥaul tertentu. Niṣāb zakat tanaman adalah 
berdasarkan perhitungan was}aq (ukuran tanaman yang telah dipanen 
dengan suatu wadah yang disepakati) yaitu sebanyak 5 was}aq atau 
653 kg dari makan pokok mayoritas penduduk.24 
5. Zakat Barang Temuan (Rikāz), Barang Tambang dan Hasil Laut 
 Barang temuan adalah setiap harta yang ditemukan di atas 
permukaan bumi yang tidak mendapat klaim dari siapa pun ataupun 
disebut sebagai harta terpendam. Barang tambang pula adalah semua 
hasil yang dikeluarkan dari bumi yang mempunyai nilai dan hasil 
laut adalah harta yang berharga dari laut seperti mutiara, kerang 
terumbu karang dsb. Niṣāb untuk barang temuan adalah sebanyak 
20% dari harta yang ditemukan. Manakala untuk barang tambang 
niṣābnya adalah sebanyak 90 gram emas dan kadarnya adalah 2,5%. 
                                                             
23 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah, (Bandung: Tafakur, 2011), 52. 
24 Muhammad Ja’far, Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji, (Jakarta: kalam Mulia, 2003), 226 
 
































Manakala zakat hasil laut adalah sebanyak 20% atau 2.5% dari hasil 
laut tersebut.25 
5. Para Mustahiq Zakat 
 Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, 
miskin, amilin, muallaf, riqab, orang yang berhutang, fī sabīllillah dan ibnu 
sabīl sebagimana firman dari Allah Swt dalam Surat at-Taubah ayat 60: 
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوُِبُْم َوِف الر ِقَاِب وَ  َا الصََّدَقاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعلَي ْ اْلَغارِِمنَي َوِف ِإَّنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم   ِ  َواَّلَّ ِبيِلْۖ َفرِيَضًة مِ َن اَّلَّ  َسِبيِل اَّلَِّ َواْبِن السَّ
 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
 fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
 mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
 orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 
 yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
 diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
 Bijaksana”. (Surat at-Taubah [9]: 60).26 
a. Fakir 
 Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara 
hidupnya, tidak mempunyai harta dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan 
dirinya dan keluarganya. Orang fakir jiga tidak punya usaha dan tidak 




                                                             
25 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 55. 
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim …, 196. 
27 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 62. 
 

































 Orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan kehidupan meskipun telah berusaha dan bekerja, baik dari segi 
kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutukan pokok harian 
yang lain.28 
c. Amil 
 Amil zakat adalah orang yang bekerja dan sibuk mengurusi zakat, 
yang mengumpulkan harta zakat, membawa zakat dan yang 
mendistribusikan zakat atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk 
mengurusi zakat.29 
d. Muallaf 
 Muallaf dalam istilah fiqih zakat adalah orang yang dijinakkan 
hatinya dengan tujuan untuk memeluk Islam atau agar tidak menggangu 
umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau 
dari kewibawaannya akan menarik orang bukan Islam untuk memeluk 
Islam.30 
e. Riqāb (Budak) 
 Riqāb adalah seorang muslim yang menjadi budak dan dibeli dari 
harta zakat dan dilepaskan dijalan Allah.31 
                                                             
28 Mustafa, “Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi 
Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178H), Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1, 
(Januari-Juni, 2019), 5. 
29 Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, Al-Maslahah Jurnal Hukum dan 
Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 1, (2013), 4. 
30 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 66. 
31 Dimyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia” …, 196 
 
































f. Orang yang berhutang 
 Orang yang berhutang yang dimaksud adalah orang yang 
berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk 
membayarnya atau tidak sanggup melunasinya.32 
g. Fī sabīllillah (Di jalan Allah) 
 Fī sabīllillah adalah orang yang berjihad dijalan Allah secara 
sukarela. Zakat diberikan untuk mencukupkan keperluan berjihad seperti 
kenderaan, senjata kebutuhan hidup dsb.33 
h. Ibnu sabīl (Musafir) 
 Ibnu sabīl adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir 
dan perjalan tersebut bukanlah untuk maksiat melainkan perjalanan untuk 
menegakkan Agama Allah Swt.34 
 
B. Zakat Profesi Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Zakat Profesi 
 Zakat profesi dalam literatur arab disebut sebagai zaka>tu kasb al-
a‘mali wa al-mih}an al-hurrah yang berarti zakat atau penghasilan kerja dan 
profesi bebas. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada peghasilan 
profesi setelah mencapai batas niṣāb. Profesi tersebut antaranya adalah 
pegawai negeri, notaris, dokter, konsultan, akauntan dsb. Sebagian yang lain 
                                                             
32 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 68. 
33 Dimyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia” …, 196 
34 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis …, 69 
 
































ada yang mendefinisikan zakat profesi sebagai penghasilan yang diperoleh 
hasil pengembangan potensi diri sesuai dengan syariat seperti pengacara, 
dokter arsitek dan lain-lain.35  
 Pendapat dari Yu>suf Qardawi> mengenai zakat profesi adalah 
zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan 
profesinya. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang menghasilakn uang 
baik itu pekerjaan sendiri berkat kecekatan tangan dan otak ataupun 
pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain seperti pemerintah dan 
perusahaan. Penghasilan dari pekerjaan tersebut yang disebut sebagai gaji, 
honorarium atau upah jika mencapai batas niṣāb dan ḥaulnya maka harus 
dikeluarkan zakatnya.36  
 Pendapat Mahjuddin pula mengenai zakat profesi atau jasa adalah 
zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi dan pendapatan jasa yang 
juga dapat diertikan suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang 
menghasilkan gaji, upah, imbalan atau honorarium. 37 
 Fatwa Majelis Ulama No. 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa 
setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, jasa, upah dan lain-lain yang 
diperoleh dengan cara yang halal termasuk dalam kategori penghasilan atau 
zakat profesi.38  
                                                             
35 Ali Trigiyanto, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 
14, No. 2, (Disember 2016), 137. 
36 Dr. Yu>suf Al-Qardawi>, Fiqh Al-Zaka>h …, 252. 
37 Mahjuddin, Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam masa Kini, (Jakarta: 
Karam Mulia, 1998), 272. 
38 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Emir, 2019), 205 
 
































  Putusan dari Tarjih Muhammadiyah pula, zakat profesi adalah 
zakat yang dikeluarkan dari hasil yang halal yang dapat mendatangkan hasil 
dan uang baik melalui keahliannya maupun tidak.39 
2. Perbedaan Pendapat Para Ulama’ tentang Hukum Zakat Profesi 
a. Ulama yang Mendukung Zakat Profesi 
1. Yu>suf Al-Qardawī 
  Menurut Yu>suf al-Qardawi>, landasan pelaksanaan zakat 
profesi adalah dari perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat 
untuk ma>l Mustafa>d (harta perolehan). Al-ma>l mustafa>d adalah 
setiap harta yang diperoleh oleh muslim melalui cara yang 
disyariatkan seperti hibah, waris, upah pekerjaan dan semisalnya. 
Yusuf al-Qardawi> juga mengambil pendapat dari sebagian sahabat 
seperti Ibnu Abbās, Ibnu Mas’ud dan juga pendapat beberapa tabi’in 
seperti Az-Zuhri, Hasan Bas}ri dan Makhul yang mengeluarkan zakat 
dari al-māl mustafād tanpa syarat ḥaul yaitu dikeluarkan saat 
menerimanya.40 
  Bahkan Yu>suf al-Qardawi> melemahkan hadis yang 
mewajibkan ḥaul bagi harta zakat yaitu hadis dari Ali> Bin Abi> Ta>lib. 
Alasan Yu>suf al-Qardawi> menyatakan hadis itu lemah adalah karena 
terdapat perawinya yang dianggap periwayat yang lemah yaitu Jarīr 
                                                             
39 Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih 
Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, 1995), 276. 
40 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif…, 117. 
 
































Bin Hāzim. Dari pemikiran Yu>suf al-qardawi> tersebut adalah 
penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat 
diterima jika sampai pada niṣābnya. Zakat profesi juga bisa 
dikeluarkan bulanan, mingguan bahkan harian.41 
2. Abdul Wahhāb Khalaf 
  Abdul Wahhāb Khalaf adalah salah satu tokoh ulama yang 
besar di Mesir dan dikenal dengan ahli Hadits, ushul fiqh dan ahli 
fiqh. Beliau juga merupakan salah seorang yang memberikan 
inspirasi atau ide kepada Yusuf al-qardawī mengenai zakat profesi. 
Namun konsep zakat profesi Abdul Wahhāb Khalaf sedikit berbeza 
dengan Yu>suf al-Qardawi> karna beliau mewajibkan zakat profesi 
dengan syarat harus memenuhi syarat niṣāb dan ḥaul terlebih dulu 
yaitu mencapai tempoh setahun.42 
3. Muhammad Abū Zahrah 
  Muhammad Abū Zahrah adalah salah seorang guru dari 
Yu>suf al-Qardawi> dimana beliau juga salah seorang tokoh yang 
mendukung adanya zakat profesi. Di dalam fatwa beliau mengenai 
zakat profesi juga hampir sama dengan pendapat Abdul Wahhāb 
Khalaf yaitu mewajibkan zakat profesi tetapi dengan syarat 
mencapai niṣāb dan ḥaul yaitu selama setahun.43 
                                                             
41. Dr. Yu>suf Al-Qardawi>, Fiqh Al-Zaka>h ..., 253. 
42 Elpianti Sahara Pakpahan, “Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi”, Jurnal Al-Hadi, Vol. III, 
No. 2, (Januari-Juni, 2018), 635. 
43 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif …, 119. 
 
































4. Muhammad Al-Ghazālī 
  Muhammad al-Ghazālī juga merupakan salah satu 
pendukung zakat profesi dimana beliau juga merupakan ulama besar 
dalam bidang fiqh. Dalam fatwanya, Muhammad al-Ghazālī 
mengatakan petani diwajibkan zakat dan orang yang penghasilannya 
di atas petani juga diwajibkan zakat. Maka dokter, pengacara, 
pegawai, produsen dan sejenisnya diwajibkan zakat dari harta 
mereka yang dihitung besar itu. 44 
b. Ulama yang Menolak Zakat Profesi 
1. Wahbah Zuhayli> 
  Wahbah Zuhayli> adalah salah satu ulama kontemporer yang 
banyak menghasilkan kitab-kitab dan salah satu kitabnya yang 
terkenal yaitu Fiqh Islami> Wa ‘Adillatuhu. Menurut beliau dalam 
kitabnya Fiqh Islami> Wa ‘Adillatuhu yaitu tidak ada ketetapan 
menurut empat madzhab mengenai zakat profesi, kecuali bila telah 
mencapai niṣāb dan ḥaul. Beliau juga menyatakan bahwa zakat 
profesi ini tidak mempunyai landasan yang kuat dari al-Qur’an dan 
Hadits. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dimana 
landasannya harus qath’i> dan tidak bisa hanya sekedar pemikiran 
dan ijtihad.45 
                                                             
44 Anik Nur Latifah, “ Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya”, At-Tahdzib Jurnal 
Studi dan Muamalah, Vol. 3, No. 2 (2015), 8. 
45 Wahbah az-Zuhayli>, Fiqh Islami> Wa Adillatuhu …, 279. 
 
































2. Abdul Azīz Bin Bāz 
  Abdul Azīz Bin Bāz merupakan mufti dari Kerajaan Saudi 
yang juga merupakan salah seorang ulama’ kontemporer pada masa 
kini. Beliau juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini 
sebagaimana fatwanya: 
Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara harta yang 
wajib dizakati ialah emas dan perak. Antara syarat wajibnya 
zakat pada harta tersebut adalah sudah sampai tempoh haul. 
Zakat gaji ini juga tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil 
bumi karna pensyaratan haul yang sudah jelas berdasarkan 
nash. Oleh karena sudah ada nash, maka tidak ada lagi 
qiyas.46 
 
3. Muhammad Bin Sh}aleh Al-Utsaimi>n 
  Muhammad Bin Sh}aleh al-Utsaimi>n juga merupakan salah 
satu ulama kontemporer di Arab Saudi. Beliau juga antara ulama 
yang tidak sepakat dengan kewajiban zakat profesi. Didalam 
fatwanya, beliau menyatakan bahwa: 
 Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji 
 bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya 
 dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada 
 yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada 
 zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu 
 harta (uang) adalah sempurnanya ḥaul yang harus dilewati 
 oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan 
 uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan 
 setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk 
                                                             
46 M. Hasbi Umar dan Zahidin, “ Pendekatan HukumZakat Profesi Menurut Ulama Konservatif  dan 
Progresif”, Jurnal Literasiologi, Vol. 3, No. 4, (Januari-Juni, 2020), 94.  
 
































 mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap 
 kali sempurna ḥaulnya.47 
  Perbedaan dari beberapa ulama terhadap harta profesi yang telah 
disebutkan di atas secara sederhana bisa dilihat dalam tabel berikut: 
Zakat Profesi menurut para ulama 
Pendukung dan Argumennya Penolak dan Argumennya 
Yu>suf al-qardawī, Abdul wahhāb 
khalaf, Muhammad Abu Zahrah, 
Muhammad al-ghazālī 
a. Berdasarkan perbuatan para 
sahabat yang mengeluarkan 
zakat untuk māl mustafād 
(harta perolehan). 
b. Mengambil pendapat dari 
Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, 
Az-Zuhri, Hasan Bashri 
tentang mengeluarkan zakat 
al-māl mustafād tanpa syarat 
ḥaul yaitu dikeluarkan saat 
menerimanya 
c. Kewajiban zakat terhadap 
petani sehingga orang yang 
Wahbah Zuhayli>, Abdul Aziz 
Bin Baz, Muhammad Bin 
Sh}aleh Al-Utsaimi>n 
a. Tiada dalil qath’i> tentang 
zakat profesi 
b. Tidak mempunyai landasan 
yang kuat dari al-Qur’an dan 
hadits. 
c. Tidak ada ketetapan dari 
empat madzhab kecuali telah 
mencapai niṣāb dan ḥaul. 
d. Tidak wajib zakat atas harta 
yang tidak mencapai jumlah 
niṣāb dan belum berlalu satu 
tahun 
 
                                                             
47  Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif …, 127. 
 
































penghasilannya di atas petani 



















































FATWA ZAKAT PROFESI MENURUT MUZAKARAH 
JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL 
EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA DAN DEWAN HISBAH 
PERSATUAN ISLAM INDONESIA 
 
A. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia 
1. Sejarah Perkembangan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia 
  Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya mayoritas 
 beragama Islam dan berbangsa melayu. Islam merupakan agama resmi di 
 Malaysia sesuai dengan undang-undang Malaysia di dalam perkara (pasal) 
 3 ayat 1 Perlembagaan Persekutuan: “Islam ialah agama bagi Persekutuan, 
 tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di 
 mana-mana Bahagian Persekutuan”.1 
  Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang di Negara 
 Malaysia. Pada mulanya dinamakan sebagai Perlembagaan Persekutuan 
 Tanah Melayu ketika hari kemerdekaan Semenanjung Malaysia yakni pada 
 tanggal 31 Agustus 1957 dan kemudian ditukar menjadi Perlembangan 
 Persekutuan Malaysia pada tanggal 16 September 1963 yang digunakan 
 sehingga hari ini.2 
                                                             
1 Perkara (3) Agama Persekutuan, ayat (1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 2 
2 Mohamed Anwar Omar Din, et al. “Peranan UMNO Menegakkan Islam dalam Perlembagaan 
Persekutuan: Satu Kajian Secara Kronological, Akademika 87, No. 1, (April, 2017), 103. 
 
































  Perlembagaan Persekutuan juga mengakui Islam sebagai agama 
 resmi di Malaysia dan mengakui sultan dan raja sebagai ketua agama di 
 setiap negeri (provinsi) di seluruh Malaysia. Bagi provinsi yang tidak 
 mempunyai sultan atau raja, maka Yang di-Pertuan Agung Malaysia akan 
 menjadi ketua agama bagi mereka. Bagi melancarkan segala urusan terkait 
 agama Islam, maka setiap provinsi mendirikan Majlis Agama Islam dan 
 Jabatan Agama Islam masing-masing. Majlis Agama Islam berfungsi 
 memberi nasihat kepada raja atau sultan tentang hal-hal yang berkaitan 
 dengan agama Islam. Jabatan Agama Islam pula menjalankan tugas yang 
 sudah ditentukan oleh Majlis Agama Islam. Dengan kata lain Jabatan 
 Agama Islam adalah pelaksana dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Majlis 
 Agama Islam.3 
  Pada tanggal 17 Oktober 1968, dalam persidangan ke-81 Majlis 
 Raja-Raja Malaysia telah mencapai kata sepakat untuk menyamakan 
 pengelolaan dan mendirikan satu badan agama Islam di seluruh Malaysia. 
 Badan agama Islam ini berdiri dengan resmi pada tanggal 1 Juli 1969 
 dengan nama Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 
 Barat. Kemudian tepat pada tanggal 17 Juni 1971 yakni setelah Sabah dan 
 Sarawak menjadi bahagian dari Malaysia nama badan ini ditukar kepada 
 Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia atau nama 
 singkatnya MKI.4 
                                                             
3 Muhammad Bin Saari, Jakim, 4 Dekad Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam, 
(Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2012), 3. 
4 Ibid.,16. 
 
































  Majlis Raja-Raja merupakan sebuah institusi pemerintahan yang 
 paling agung di Malaysia. Institusi ini menjadi satu badan yang 
 menghubungkan antara pemerintahan negara dengan pemerintahan provinsi 
 yang ada di seluruh Malaysia. Anggota dari Majlis Raja-Raja ini terdiri dari 
 Raja dan Sultan dari seluruh provinsi di Malaysia. Ketika Majlis Raja-Raja 
 mengadakan sebuah persidangan, maka ia akan dihadiri oleh Yang 
 dipertuan Agung Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia sebagai wakil 
 dari pemerintahan negara dan para raja atau sultan bersama menteri besar 
 dari setiap povinsi sebagai wakil pemerintahan provinsi.5 
  Pada tanggal 24 Juli 1969, Majlis Raja-Raja membuat persidangan 
 dan telah melantik Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan 
 Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu menjadi ketua MKI dan Tuan Haji 
 Ismail Panjang Aris selaku sekretaris. Setelah perlantikan tersebut dibuat, 
 maka tugas-tugas pengurusan MKI menjadi tanggungjawab Pejabat 
 Perdana Menteri (Prime Minister Office-PMO). MKI mula bergerak dalam 
 keadaan yang sederhana dan pada mulanya banyak mengalami kesulitan 
 dalam melaksanakan tugas disebabkan kekurangan tenaga kerja dan 
 kekurangan kelengkapan kantor.6  
  Urus Setia Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
 Malaysia kemudian dikembangkan menjadi sektor agama di Jabatan 
 Perdana Menteri dan diberi nama sebagai Bahagian Hal Ehwal Islam 
                                                             
5 Mohd Syazwan Mokhtar, et al. “SejarahPerkembangan Majlis Raja-Raja Melayu, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, (Januari, 2019), 11. 
6 Mohammad Bin Saari, Jakim, 4 Dekad Memacu Transformasi …, 14. 
 
































 (BAHEIS). Urus Setia adalah kantor yang bertanggungjawab mengenai 
 segala gerak kerja sekretaris dan pentadbiran sesuatu badan, majelis atau 
 pertubuhan. Pada tanggal 2 Oktober 1996, Mesyuarat Jemaah Menteri pula 
 sepakat agar BAHEIS di Jabatan Perdana Menteri dinaiikkan taraf menjadi 
 sebuah jabatan yang mandiri yang kemudian diberi nama Jabatan 
 Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Pembentukkan JAKIM dilihat sebagai 
 suatu langkah dalam memenuhi keperluan masyarakat Islam di Malaysia 
 seiring dengan perkembangan dan pembangunan Malaysia yang 
 menjadikan Islam sebagai agama resmi.7 
  Pada masa ini Pengerusi (ketua) Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
 Ugama Islam Malaysia adalah Perdana Menteri Malaysia, Timbalan 
 Pengerusi (wakil ketua) adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang 
 memegang jawatan hal ehwal Islam, manakala setiausaha (sekretaris) 
 adalah Ketua Pengarah Jakim. Keanggotaan wakil negeri (provinsi) ialah 
 Menteri Besar atau Ketua Menteri (gabenor), atau Ahli Mesyuarat Kerajaan 
 Negeri yang bertanggungjawab mengenai hal ehwal Islam bagi Ketua 
 Menterinya yang bukan beragama Islam. Bidang tugas Majlis Kebangsaan 
 Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ini adalah untuk: 
i. Membincang, menimbang dan menguruskan apa-apa perkara 
yang dirujuk kepada Majlis oleh Majlis Raja-Raja,mana-mana 
Kerajaan Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri atau 
                                                             
7 Mohammad Bin Saari, Jakim, 4 Dekad Memacu Transformasi …, 14. 
 
































seseorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak memberi nasihat 
atau pengesyoran; dan 
ii. Memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja,Kerajaan Negeri atau 
Majlis Agama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan 
dengan perundangan atau pentadbiran agama Islam dan 
pelajaran agama Islam dengan tujuan hendak memperbaiki, 
menyamakan atau menggalakkan persamaan undang-undang 
atau pentadbiran.8 
  Tujuan MKI ini didirikan adalah untuk memenuhi cita-cita umat 
 Islam di Malaysia yang sejak lama berhasrat untuk melihat tertubuhnya 
 sebuah badan kebangsaan bagi menyelaraskan (menyeragamkan) kerja-
 kerja, aktiviti-aktiviti dan pentadbiran agama Islam di Malaysia. Langkah 
 tersebut bersesuaian dengan Perkara 3 (pasal 3) Perlembagaan 
 Persekutuan yang tentu sekali memerlukan sebuah badan pentadbiran di 
 peringkat pusat untuk mengendalikannya. Tujuannya adalah supaya tidak 
 berlaku, atau dapat mengurangkan perbedaan-perbedaan dan perselisihan 
 antara pentadbiran agama Islam di satu Negeri (provinsi) dengan yang 
 lain.9 
  Mengikut Perlembagaan Persekutuan juga urusan mengenai hal 
 agama Islam adalah merupakan hak wewenang negeri masing-masing dan 
 Raja-Raja Melayu adalah Ketua Agama di Negeri masing-masing. Namun, 
                                                             
8 Zaini Nasohah, “Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia”, Jurnal Islamiyat (Januari, 
2005), 31. 
9 Mohammad Bin Saari, Jakim, 4 Dekad Memacu Transformasi …, 16 
 
































 wujudnya MKI bukanlah bertentangan dengan perlembagaan tersebut, 
 tetapi MKI bertujuan menyelaraskan pentadbiran dan kegiatan-kegiatan 
 agama Islam sahaja dan tidak menyentuh soal-soal yang menjadi kuasa 
 mutlak Raja-Raja di setiap negeri. Adapun beberapa perkara yang 
 dipertimbangkan oleh MKI berkaitan perkara yang menjadi kuasa Raja-
 Raja Melayu, namun perkara tersebut sudah mendapat persetujuan dari 
 Raja-Raja Melayu sendiri dan setiap perkara yang ditimbangkan oleh MKI 
 kemudian akan dikemukakan kepada Majlis Agama Islam Negeri dan Majlis 
 Raja-Raja Melayu bagi tujuan nasihat atau pandangan tentang perundangan 
 atau pentadbiran agama Islam supaya dapat dicapai titik persamaan antara 
 tiap negeri di Malaysia.10 
2. Latar Belakang Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI 
  Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
 Islam Malaysia telah didirikan di bawah peraturan MKI pada tahun 1970. 
 Tujuan didirikannya adalah sebagai sebuah institusi pengeluar fatwa 
 peringkat kebangsaan di Malaysia dalam rangka menyelaraskan dan 
 menyeragamkan keputusan fatwa di seluruh wilayah di Malaysia. 
 Jawatankuasa (komite) ini juga dianggap sebagai sebuah badan paling 
 berautoriti dalam mengeluarkan fatwa di Malaysia. Persidangan pertama 
 telah dijalankan pada 23-24 Juni 2970 oleh Jawatankuasa Fatwa MKI dan 
 sehingga Mei 1980 sebanyak 18 kali persidangan telah diadakan.  Selepas 
                                                             
10 Ibid., 17 
 
































 itu, persidangan ini masih terus berjalan sehingga kini dan disebut  sebagai 
 muzakarah.11  
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa merupakan tempat untuk 
 membincangkan apa-apa persoalan mengenai hukum syarak oleh 
 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam. 
 Persidangan pertama setelah namanya diganti kepada Muzakarah 
 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan diadakan pada 28 Januari 1981 
 yang bertempat di Melaka.12 
  Keanggotaan jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengerusi 
 (ketua) yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja atas rekomendasi MKI dari 
 kalangan anggota-anggotanya, mufti dari setiap wilayah atau seorang yang 
 mewakili wilayah dalam hal ehwal Islam, sembilan orang alim ulama dan 
 kalangan professional serta pakar-pakar muslim yang dilantik oleh  Majlis 
 Raja dan seorang anggota  yang beragama Islam dalam bidang 
 kehakiman dan undang-undang.13  
  Tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Majlis ini adalah 
 membincangkan (membahas), menimbang dan menguruskan (mengelola) 
 apa-apa masalah yang dirujuk kepada MKI oleh Majlis Raja-Raja, kerajaan 
 wilayah atau Majlis Agama Islam Negeri atau seorang anggota Majlis 
                                                             
11 Luqman Haji Abdullah, et al. “Kedudukan Mazhab Syafi’e dalam Fatwa-Fatwa di Malaysia: 
Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010, 
Prosiding Seminar Isu-Isu Kontemporer dalam Mazhab Syafi’I Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’I 
(UNISSA) Brunei, (2013), 143. 
12 Ibid., 143. 
13 Jakim, “Latar Belakang Muzakarah Jawatankuasa MKI”, dalam http://e-smaf.islam.gov.my/e-
smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan.html, diakses pada 16 Januari 2021. 
 
































 dengan tujuan untuk memberikan nasehat atau rekomendasi sebagaimana 
 yang tercantum dalam perkara (pasal) 14 MKBHEAIM. Antara tugas Majlis 
 ini juga memberi nasehat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri atau 
 Majlis Islam Negeri atas masalah yang berhubungan dengan hukum atau 
 administrasi Islam dan Kajian agama Islam dengan tujuan memperbaiki, 
 menyamakan atau mempromosikan kesetaraan hukum dan administrasi. Ini 
 bagi menunjukkan bahwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI 
 memainkan peran penting dalam memastikan keseragaman fatwa yang 
 dikeluarkan.14 
  Sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab mengeluarkan 
 fatwa, jawatankuasa ini harus melalui aturan dalam proses mengeluarkan 
 fatwa. Diantaranya melalui rapat Jawatankuasa Fatwa MKI (JFMKI) yaitu 
 ketika menerima arahan untuk mengeluarkan hukum berkenaan sesuatu 
 masalah hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Majlis Raja-Raja. 
 Seterusnya rapat akan dijalankan diperingkat jawatankuasa fatwa pula dan 
 setelah mencapai kata sepakat dari anggota rapat, keputusan daripada rapat 
 tersebut akan disampaikan kepada rapat Majlis Raja-Raja dan setelah itu 
 barulah hasil dari putusan tersebut disampaikan kepada Jawatankuasa 
 Fatwa wilayah di seluruh Malaysia. Jawatankuasa Fatwa wilayah tidak 
 dapat mengubah fatwa secara sewenang-wenang tanpa isin resmi dari Majlis 
 Raja-Raja.15 
                                                             
14 Ibid. 
15 Luqman Haji Abdullah, et al. “Kedudukan Mazhab …, 143 
 
































3. Metode Istinbaṭ Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI 
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI hanya boleh mengeluarkan 
 fatwa apabila diminta oleh Majlis Raja-Raja sekiranya terdapat isu-isu yang 
 timbul. Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI akan membuat satu kerja 
 mengenai isu yang ingin dibahas dan kemudian dikemukakan atau dibahas 
 ketika Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI.16   
 Jawatankuasa Fatwa MKI adalah lembaga fatwa yang 
 mengikut madzhab Syafi’i. Jawatankuasa Fatwa MKI akan mengikuti qawl 
muktamad madzhab Syafi’I dalam mengeluarkan pandangan hukum atau 
fatwa. Jika pendapat dari qawl muktamad madzhab Syafi’I bertentangan 
dengan kepentingan awam, maka Jawatankuasa Fatwa MKI akan mengikuti 
mana-mana qawl muktamad dari mazhab Hanafi, madzhab Maliki atau 
madzhab hambali.17 
Jawatankuasa Fatwa MKI boleh beristinbath atau berijtihad tanpa terikat 
dengan mana-mana qawl muktamad dari mana-mana madzhab jika qawl 
muktamad dari empat madzhab tersebut tidak ditemui atau tidak sesuai 
dengan kepentingan umum. Adapun Metode Istinbaṭ yang digunakan oleh 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI adalah: 
a. Metode istinbath hukum yang utama digunakan adalah Al-
Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan qiyas. 
                                                             
16 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Garis Panduan Pengeluaran Fatwa di Malaysia, (Kuala 
Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2017), 4. 
17 Ibid., 8. 
 
































b. Jika tidak ditemukan dengan menggunakan metode istinbath 
yang utama, maka akan menggunakan metode istihsa>n, al-
maslahah mursalah, al-‘urf, sadd al-dzari>’ah, al-istisha>b, sya’ru 
man qablana>, qawl sahabat, amal ahl al-madinah. 
c. Menggunakan pendapat-pendapat para sahabat, tabi’in, imam-
imam madzhab dan fuqaha dengan mengadakan penelitian 
terhadapa dalil dan wajh istidlalnya.18 
4. Fatwa Zakat Profesi Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI 
  Zakat profesi di Malaysia dikenal sebagai zakat gaji dan pendapatan 
professional. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 
Ehwal Ugama Islam Malaysia telah mengadakan muzakarah sebanyak tiga 
kali bagi membincangkan mengenai permasalahan zakat profesi tersebut. 
Persidangan pertama yang membahas mengenai zakat profesi yang 
bersidang pada 9 Disember 1992 telah membincangkan Zakat Gaji & 
Pendapatan Professional. Muzakarah telah memutuskan bahawa Umat Islam 
boleh mengeluarkan zakat daripada pendapatan gaji dan Jabatan Hasil 
Dalam Negeri hendaklah memberi rebet zakat ke atas jumlah yang dibayar 
itu Pendapatan profesional diwajibkan zakat kerana ia termasuk dalam zakat 
perniagaan.19 
                                                             
18 Ibid., 21. 
19 Jakim, Kompilasi pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi 
Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, (Selangor: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015), 138. 
 
































 Persidangan kedua Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang membahas 
mengenai zakat profesi yang bersidang pada 22 Jun 1997 telah 
membincangkan Zakat Gaji & Pendapatan Professional. Muzakarah telah 
memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi 
orang yang layak mengeluarkan zakat.20 
 Persidangan ketiga Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-56 yang 
bersidang pada 7 Mei 2003 telah juga telah membincangkan Zakat Gaji 
Beserta Kadarnya. Muzakarah dan telah memutuskan bahawa asas 
pengiraan zakat gaji dan pendapatan adalah berdasarkan kepada pendapatan 
kasar setahun dan kadar zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2.5% daripada 
jumlah pendapatan tersebut.21 
 Rujukan utama yang digunakan adalah al-Qur’an surat al-Baqarah 
ayat 267 yaitu: 
ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِ َن اْْلَْرضِْۖ َوََل تَ َيمَّ   ُمواَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِمن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ
يدٌ   َواْعَلُموا أَنَّ اَّلََّ َغِِنٌّ َحَِ
 اْْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم ِِبِخِذيِه ِإَلَّ أَن تُ ْغِمُضوا ِفيهِِۚ
 
 Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 
 usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
 keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
 mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 
 terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
 Terpuji. (al-Baqarah[2]: 267)22 
 
                                                             
20 Jakim, Kompilasi pandangan Hukum Muzakarah …, 139 
21 Ibid., 142. 
22 Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim …, 45 
 
































 Hadits yang digunakan adalah hadits dari Abu> Mu>sa Asy’ari> yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukha>ri> yaitu: 
َْ َحِدْيُث أِب ُموَسى َقاَل: َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعَلى ُكلِ  ُمْسِلِم َصَدَقةٌ    َقاُلوا: َفِإْن 
ٌُ نَ ْفَسُه َويَ َتَصدَُّق  َف ْد قَاَل: فَ يَ ْعَمُل بَِيَدْيِه فَ يَ ن ْ َْ يَ ْفَعْل قَاَل: فَ ُيِعنْيُ َقالُوا: فَ َيَِ ٌْ أَْو  َْ َيْسَتِط ِإْن 
َْ َذا اْْلَاَجِة اْلَمْلُهوَف َقالوا: َفِإْن َْ يَ ْفَعْل َقاَل: فَ َيْأ ُمُر بِْلَخْْيِ َأْو َقاَل: ِِبْلَمْعُروِف قَ  اَل: : َفِإْن 
 ُه َصَدَقٌة.يَ ْفَعْل قَاَل: فَ ُيْمِسُك َعِن الشَّرِ  َفإنَُّه لَ 
Abu Musa berkata: "Nabi bersabda: Setiap muslim wajib 
bersedekah. Sahabat bertanya: Jika tidak mampu? Nabi menjawab: 
Bekerjalah dengan tangannya dan pergunakan untuk dirinya lalu 
bersedekahlah. Sahabat bertanya lagi: Jika tidak mampu? Nabi 
menjawab: Bantulah orang yang sedang butuh bantuan. Sahabat 
bertanya: Jika tidak bisa juga? Jawab Nabi: Mengajaklah pada 
kebaikan. Sahabat bertanya lagi: Jika tidak mampu? Jawab Nabi: 
Menahan diri dari kejahatan menjadi sedekah untuk dirinya sendiri. 
(H. R. Bukha>ri> No 6022).23  
 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa mengambil pendapat Yu>suf 
Qarda>wi> dalam permasalahan haul dimana tidak meletakkan haul sebagai 
syarat wajib zakat profesi. Mengecualikan syarat haul dalam zakat profesi 
lebih bertepatan dengan konsep keadilan dimana dengan syarat haul dapat 
memberi kesempatan kepada orang kaya untuk mengelakkan diri daripada 
membayar zakat. Selain itu, mengecualikan haul juga lebih meraikan 
maslahat umat Islam. 
 Cara mengeluaran zakat profesi pula adalah berdasarkan jumlah 
penghasilan selama satu tahun. Kemudian dari penghasilan selama satu 
tahun tersebut akan ditolak dengan perbelanjaan kebutuhan harian, 
kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan dan  keperluan yang lain dan 
ditarik 2.5% dari jumlah tersebut sebagai zakat profesi. Pembayaran bisa 
                                                             
23 Imam Bukha>ri>, Sha>hih Bukha>ri> (Beirut, Damsyik: Dar al-Kathir, t.t), 1510. 
 
































dilakukan per bulan dimana jumlah yang sudak ditarik sebanyak 2.5% 
tersebut akan dibagi sebanyak 12 bulan dan dari hasil tersebutlah yang wajib 
dikeluarkan oleh seseorang setiap bulan.24 
 
B. Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia 
1. Sejarah Perkembangan Persatuan Islam Indonesia 
  Pada awal abad ke-20, banyak gerakan pembaharuan Islam di 
Indonesia yang bermunculan. Persatuan Islam (PERSIS) adalah salah satu 
gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 1 
Safar 1342 H atau bertepatan dengan 12 September 1923 M. Semboyan 
daripada organisasi PERSIS ini adalah “Kembali kepada Al-Quran dan As-
Sunnah” yang bermaksud untuk membersihkan Islam dari segala perkara 
bid’ah, syirik dan khurafat. Organisasi PERSIS ini juga didirikan untuk 
mengangkat ummat Islam dari kejumudan berfikir dan ketertutupan pintu 
ijtihad.25 
  Menurut Deliar Noer, organisasi ini pada mulanya bermula dari 
kenduri-kenduri rutin yang sering diadakan secara bergiliran di rumah para 
anggota jema’ahnya yang diketuai oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad 
Junus. Setelah selesai makan, maka mereka akan melanjutkan dengan 
pembahasan masalah keagamaan sampai kepada masalah aktual umat Islam 
                                                             
24 Pusat Pungutan Zakat, “Zakat Pendapatan”, dalam https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-
jenis-zakat/zakat-pendapatan/.html, diakses pada 9 Februari 2021.  
25 Dadan Wildan Anas, et al. Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam, (Tengerang Selatan: 
Amana Publishing, 2015), 31.  
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pada waktu itu. Antaranya adalah permasalahan polemik antara al-Irsyad 
dan Jami’at Khair, perpecahan Sarekat Islam (SI), permasalahan mereka 
yang mendukung komunisme dan lain-lain.26 
  PERSIS kemudian didirikan karena ia diperlukan bagi 
mengembalikan umat Islam di Indonesia dari akidah yang sesat dan 
menyimpang dan taqlid yang melilitinya. Orientasi ini secara umum mulai 
diterima oleh anggota PERSIS walaupun ada sebagian dari mereka yang 
mengatakan bahwa mazhab-mazhab adalah sebagai pembimbing ulama 
dalam kehidupan religius.27 Ide menjalankan praktek agama sesuai dengan 
tuntutan al-Qur’an dan as-Sunnah telah tertuang dalam Qanun Asasi PERSIS 
pada Bab 1 pasal 2 yang berbunyi: “Jam’iyah mengamalkan aqidah dan 
Syariat Islam menurut al-Quran dan as-Sunnah”.28 
  Perkembangan perjuangan PERSIS terdiri dari dua macam, yaitu: 
Pertama, perjuangan ke dalam yang berarti membersihkan Islam dari faham-
faham yang tidak bersangkutan dengan al-Qur’an dan Sunnah terutama 
dalam permasalahan akidah dan ibadah. Kedua, perjuangan keluar yang 
berarti secara aktif menentang dan melawan gerakan anti Islam yang 
merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia. Maka dari itu PERSIS 
menekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan dan menegakkan faham 
al-Qur’an dan Sunnah.29 
                                                             
26 Deliar Noer, Gerakan Moderan Islam di Indonesia1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1982), 95. 
27 Pusat Pimpinan PERSIS, Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dhakhili Persatuan Islam, (Bandung: 
PP PERSIS, 1968), 6 
28 Puast Pimpina PERSIS, Qanun Asasi dan Qanun Dhakhili PERSIS, (Bandung: PP PERSIS, 1991), 
23. 
29 Dadan Wildan Anas, et al. Anatomi Gerakan …, 38. 
 
































  Perkembangan PERSIS juga telah tersebar di berbagai provinsi di 
Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Benten, Lampung 
Bengkulu, Jambi, Riau dan banyak lagi. Sejak awal didirikan, PERSIS 
bukanlah organisasi keagamaan yang berorientasi politik tapi focus terhadap 
pengembangan pendidikan Islam dan dakwah.30 Selain itu juga, PERSIS 
banyak memecahkan berbagai macam persoalan hukum Islam di kalangan 
masyarakat seperti dalam hal masalah ibadah dan muamalah yang sudah 
dihimpunkan menjadi satu buku. Buku ini juga menjadi semacam kitab 
kuning bagi warga PERSIS walaupun pada ketika itu PERSIS belum 
diputuskan dan ditetapkan sebagai landasan hukum yang otonom.31 
2. Latar Belakang Dewan Hisbah 
  Dewan Hisbah merupakan lembaga pengkajian hukum yang 
sekaligus melakukan kontrol terhadap para fungsionaris PERSIS. Dewan 
Hisbah ini pada mulanya dinamakan sebagai Majelis Ulama sebagaimana 
dalam Qanun Asasi dan Qanun Dhakhili PERSIS. Majelis Ulama ini 
berfungsi melahirkan pemikiran-pemikiran agama yang murni berdasarkan 
tuntutan al-Qur’an dan as-Sunnah. Namun lembaga ini pada ketika itu belum 
terwujud karana Cuma ada dua orang ulama yang pintar pada saat itu yaitu 
K.H.E. Abdu al-Rahman di Bandung dan K.H.E Abdu al-Qadir di Bangil 
                                                             
30 Alamul Huda, “Maqasid Syariah dalam Fatwa Dewan Hisbah PERSIS”, Jurnal Syariah dan 
Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, 56. 
31 Rafid Abbas, “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam”, Al-Daulah: Jurnal 
Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1, (April, 2016), 216. 
 
































dan keduanya belum dapat menyatu karna konflik pasca kongres ke-VII di 
Bangil pada tahun 1960.32 
  Peran, fungsi dan kedudukan Majlis Ulama PERSIS dinyatakan 
dalam Qanun Asasi PERSIS tahun 1957 pada bab IV pasal 1 dan 2 dan pasal 
1 dinyatakan bahwa: 
1. Persatuan Islam mempunyai Majlis Ulama yang bertugas 
menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan 
al-Qur’an dan Sunnah dan Pusat Pimpinan menyiarkannya. 
2. Majlis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan buat selama-
lamanya. 
3. Sesuai dengan kedudukan sebagai warathatal-anbiya, majlis 
ulama mempunyai hak veto (menolak dan membatalkan) segala 
keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi 
organisasi Persatuan Islam. 
4. Cara bekerja Majlis Ulama diatur dalam kaidah Majlis Ulama.33 
 Kemudian, pada tahun 1983 dilaksanakan muktamar PERSIS VIII 
yang mengantikan nama Majlis Ulama PERSIS kepada Dewan Hisbah 
PERSIS yang dibentuk oleh pimpinan pusat seperti yang dijelaskan dalam 
Qanun Asasi pada bab II pasal 8 bahwa: 
1. Pimpinan Pusat PERSIS membentuk Dewan Hisbah 
                                                             
32 Uyun Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di 
Indonesia, (Bandung: Tafakur, 1999), 77. 
33 PERSIS, Qanun Asasi Persatuan Islam, (Bandung: Sekretariat PP. PERSIS, 1957), 35. 
 
































2. Dewan Hisbah berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam 
meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaanya 
serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum 
Islam yang dilakukan oleh para pemimpin dan anggota 
jam’iyyah khususnya.34 
 Untuk lebih mengarahkan kinerja Dewan Hisbah, maka dibentuklah 
3 komisi Dewan Hisbah ketika pimpinan K.H Siddiq Amin pasca muktamar 
XII PERSIS pada tanggal 9 hingga 11 September 2000 yaitu komisi ibadah, 
komisi muamalah dan komisi aliran sesat.35 Tugas dari komisi tersebut 
adalah seperti berikut: 
1. Komisi Ibadah, bertugas untuk menyusun konsep petunjuk 
pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota dan 
calon anggota, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam 
sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam 
sidang lengap. 
2. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang 
masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam 
masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukkan 
dari komisi lain atau dari luar, merumuskan hasil sementara 
pembahsan dalam sidang komisi dalam sidang lengkap. 
                                                             
34 Rafid Abbas, “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam” …, 217. 
35 Uyun Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS …, 77. 
 
































3. Komisi Aliran Sesat, bertugas melakukan penelitian dan 
pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat, 
merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi 
dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang 
lengkap.36 
3. Metode Istinbaṭ Dewan Hisbah 
  Metode istinbaṭ hukum yang digunakan Dewan Hisbah dalam 
menyelesaikan masalah hukum adalah seperti berikut: 
1. Mencari keterangan dari al-Qur’an dan meneliti tafsir bil al-
ma'tsūr dan tafsir bil al-mauqūl al-mahmūd. Bila terdapat 
perbedaan dan penafsiran, kalau perlu diadakan at-tarjīh tarīqat 
al-jā’i. 
2. Bila tiada keterangan dari al-Qur’an, maka akan mencari dalil 
dari as-Sunnah. Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan 
penelitian hadis dari segi sanad maupun matan dan dilakukan 
pentarjīhan. 
3. Jika tidak terdapat keterangan dari as-Sunnah, maka akan dicari 
atsar sahabat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-
Sunnah termasuk dalam ijma’ sahabat. 
4. Jika tidak dijumpai juga dalam dalil al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ 
dan atsar sahabat, maka akan menggunakan metode qiyās, 
istihsān dan maslahah mursalāh dalam permasalahan sosial. 
                                                             
36 Ibid., 78. 
 
































5. Terhadap masalah hadits, hadits yang dipakai adalah hadits 
shahih dan hasan untuk pengambilan segala keputusan dan tidak 
menggunakan hadits dha’if walaupun untuk fadhāil al-a’mal 
karena masih banyak hadits shahih yang menunjukkan 
keutamaan amal.37 
6. Menerima hadits ahad sebagai dasar hukum selama kualitas 
hadis tersebut shahih. 
7. Ijma’ yang diterima adalah ijma’ sahabat saja. 
8. Adapun msalah qiyās yang diterima adalah qiyās ghayr mahd}ah, 
yakni selama memenuhi pensyaratan qiyās.38 
4. Fatwa Zakat Profesi Menurut Dewan Hisbah  
  Keputusan sidang Dewan Hisbah tentang zakat profesi merujuk 
pada beragam sumber hukum yang banyak dikenal dalam hukum Islam. 
Rujukan utama yang digunakan adalah Alquran yaitu: 
a. Q.s.Al-Bayyinah: 5 
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَََّلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَةِۚ  ِلَك وَ َوَما أُِمُروا ِإَلَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّلََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ  ذَٰ
 ِديُن اْلَقيِ َمِة  
 
 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
 dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
 agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
 menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Al- 
Bayyinah [98]: 5)39 
                                                             
37 Uyun Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS …, 83. 
38 Persis, Turuqul Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam (Bandung: PERSIS, 2009), 90. 
39 Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim …, 598 
 
































b. Q.S.Al-Hasyr: 7 
 ِإنَّ اَّلََّ َشِديُد اْلِعَقابِ 
ْۖ
 َوات َُّقوا اَّلََّ
 َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه َفانتَ ُهواِۚ
“Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa 
yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (Al-Hasyr[59]: 7).40 
 
 Selain menggunakan Alqur’an, dewan hisbah persis juga merujuk 
dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits. Adapun rujukan yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
 
1. Hadits-hadits Rasulullah Saw tentang zakat, antara lain 
ٌُ  َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِدهللِا يَ ُقوُل َجاَء َرُجٌل إََل َرُسوِل هللا ِمْن أَْهِل ََنٍْد ََثئَِر الرَّْأسِ  ُيْسَم
وُل هللِا َدِويُّ َصْوتِِه َوََل يُ ْفَقُه َما يَ ُقوُل َحَّتَّ َدََن َفِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْسََلِم فَ َقاَل َرسُ 
َلِة فَ َقاَل َهْل َعَليَّ َغْْيَُها َقاَل ََل ِإََل َأْن َتَطوََّع قَ  اَل َرُسوُل هللا ََخُْس َصَلوَاٍت ِف الُيَ ْوِم َواللَّي ْ
لهؤ َوِصَياُم َرَمَضاَن قَاَل َهْل َعَليَّ َغْْيُُه َقاَل ََل ِإَلَّ أَْن َتَطوََّع قَاَل َوذََكَر َلُه َرُسوُل ال
وُل َوهللا ََل أَزِيُد اَةؤقَاَل َهْل َعَليَّ َغْْيُُه قَاَل ََل ِإَلَّ أَْن َتَطوََّع َقاَل فََأْدبَ َر الرَُّجُل َوَهَو يَ قُ الزَّكَ 
 َعَلي َهَذا َوََل أَنْ ُقُص قَاَل َرُسوُل هللا أَفْ َلَح ِإْن َصَدَق. رواه البخاري
 
“Dari malik, sesungguhnya ia mendengar Thalhah bin Ubaidillah 
berkata, “Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah Saw dari 
penduduk Najed dengan rambut kusut, terdengar suaranya keras tapi 
tidak difahami, sehingga ia mendekat. Ternyata dia bertanya tentang 
Islam, Rasulullah menjawab, Tidak! Kecuali jika engkau hendak 
mengerjakan yang sunat. Lalu Rasulullah Saw bersabda, Shaum di bulan 
Ramadhan. Ia bertanya, apakah atasku ada yang lainnya? Nabi 
menjawab, tidak! Kecuali jika engkau hendak mengerjakan yang sunat. 
Ia (Thalhah) berkata, selanjutnya Rasulullah Saw menerangkan tentang 
zakat kepada orang itu. Ia bertanya, apakah atasku ada yang lainnya? 
Nabi Saw menjawab, Tidak! Kecuali jika engkau hendak melaksanakan 
yang sunat. Ia (Thalhah) berkata, laki-laki it uterus pergi seraya 
mengatakan, Demi Allah aku tidak akan menambah atau mengurangi 
atas hal ini. Rasulullah Saw bersabda, Berbahagialah ia jika ia benar.” 
H.R. Al-Bukha>ri>, Sha>hi>h Al-Bukha>ri> 1: 2541 
                                                             
40 Ibid., 546 
41 Imam Bukha>ri>, Sha>hih Bukha>ri > …, 21. 
 

































2. Hadits-hadits Rasulullah tentang zakat tijarah, antara lain, 
ُرََة ْبِن ُجْنُدٍب َقاَل  ََ لَِّذي أَمَّا بَ ْعُد فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َكاَن َيَُْمُرََن أَْن ُُنْرَِج الصََّدَقَة ِمَن اَعْن 
 ٌِ  نُِعدُّ لِْلبَ ْي
 “Samurah bin Jundab telah berkata, Rasulullah Saw memerintahkan 
 kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk 
 diperdagangkan”. H.R. Abu Daud, Sunan Abu Daud II: 95.42 
 
3. Hadits-hadits tentang ujrah atau upah dari pekerjaan atau keahlian 
(profesi), antara lain 
Dari Abdullah Bin Umar, Rasulullah Saw bersabda:  
 أَْعطُوا اَْلِجَْي َأْجرَُه قَ ْبَل أَْن َيَِفَّ َعَرُقهُ 
 Berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum keringatnya 
 mengering. H.R. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah II: 817.43 
 
  Proses pengambilan fatwa yang terdapat dalam dewan hisbah 
ternyata menarik untuk diikuti. Sebelum proses pengkajian fatwa dilakukan. 
Dewan mendengarkan Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP. Persis 
KH. Drs. Shiddiq Amin, MBA. Setelah itu menerima pengarahan yang 
disampaikan oleh Ketua Dewan Hisbah KH. A Syuhada. Setelah 
mendengarkan sambutan. Dewan hisbah kemudian menyimak Makalah dan 
pembahasan yang disampaikan oleh K.H.I Shadiqin. Setelah ketiga proses itu 
dilakukan kemudian dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan 
dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas.   
                                                             
42 Abi> Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wu>d, (Riyadh: International Ideas Home INC, t.t.), 184. 
43 Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, (t.tp: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.t.), 417. 
 
































  Pertimbangan yang digunakan oleh dewan hisbah beragam. 
Pertimbangan pertama dan utama yang digunakan adalah Ayat-ayat tentang 
zakat senantiasa bergandingan dengan salat tanpa pemisahan hukumnya. 
Kemudian, pertimbangan selanjutnya adalah Beberapa hadis tentang zakat 
yang mensejajarkan kedudukan zakat dan salat. 
  Selain pertimbangan di atas, Dewan hisbah juga berpandangan 
bahwa Ujrah atau upah dari pekerjaan atau keahlian (profesi) sudah ada pada 
masa Nabi Saw namun tidak ditemukannya ketetapan yang harus dikeluarkan. 
  Hasil kata sepakat ahli Dewan Hisbah telah menetapkan bahwa 
zakat adalah termasuk ibadah mahdh}ah. Harta yang tidak terkena kewajiban 
zakat adalah termasuk hasil profesi, namun dikenai kewajiban infaq yang 
besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Pimpinan 
Jam’iyyah dapat menetapkan besarnya infaq dan Zakat tijarah (perdagangan) 
tidak ada nishab dan haul. Zakat tijarah juga diambil 2.5 % dari harga barang 
yang telah terjual.44 
 
                                                             
44 Wawan Shofwan Shalehuddin, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam 
(PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah, (Bandung: PersisPress, 2019), 441. 
 
































ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FATWA MUZAKARAH 
JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL 
EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA DAN DEWAN HISBAH 
PERSATUAN ISLAM INDONESIA TENTANG ZAKAT PROFESI 
 
A. Persamaan dalam Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah 
Persatuan Islam Indonesia Tentang Zakat Profesi. 
 
1. Metode Istinbaṭ yang Digunakan Secara Umum 
  Metode istinbaṭ hukum yang digunakan oleh Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia memiliki beberapa 
persamaan. Kedua lembaga fatwa tersebut menggunakan metode istinbaṭ 
dengan menggunakan al-Qur’an, Sunnah, qiyās, istihsān dan maslahah 
mursalāh. Al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber yang wajib dalam 
mengistinbaṭkan hukum. Jumhur Ulama juga sepakat bahwa Al-Qur’an 
adalah sumber pertama dalam hukum Islam dan Sunnah adalah sumber 
kedua setelah al-Qur’an bagi melakukan istinbaṭ hukum.   
  Persamaan lain dalam metode istinbaṭ kedua institusi fatwa tersebut 
dalam melakukan istinbaṭ hukum yang juga digunakan oleh Muzakarah 
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia adalah qiyās, 
istihsān dan maslahah mursalāh. Kedua institusi fatwa tersebut sama 
 
































pendapatnya yaitu jika ada terjadi permasalahan hukum yang baru yang tidak 
ditemukan dalilnya di al-Qur’an dan Sunnah maka keduanya akan 
menggunakan metode qiyās dalam menetapkan hukum.  
 Metode qiyās adalah menetapkan sesuatu hukum berdasarkan ‘illat 
yang sama hukumnya yang sudah ditetapkan berdasarkan nash.1Namun 
Dewan Hisbah hanya menggunakan metode qiyās untuk permasalahan selain 
ibadah mahd}ah. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode 
qiyās kemudian mereka akan menggunakan metode istihsān. Metode 
istihsān adalah metode dimana meninggalkan hukum suatu peristiwa atau 
kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara’, menuju ketetapan 
hukum peristiwa atau kejadian lain, karena ada suatu dalil syara’ yang 
mengharuskan untuk meninggalkannya. 
 Metode maslahah mursalāh yang juga metode istinbaṭ yang sama 
digunakan oleh kedua istitusi fatwa tersebut adalah metode dimana 
menetapkan hukum dalam hal yang tidak ditemukan dalilnya dalam nash 
berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan manusia yakni menarik manfaat 
dan menghindari kerusakan.2 
2. Kewajiban mengeluarkan Sebagian Harta dari Hasil Profesi 
  Hasil daripada profesi yang berupa gaji, upah, honorarium dan lain-
lain menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 
Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia 
                                                             
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 177 
2 Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum 
Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (2018), 66. 
 
































wajib dikeluarkan sebahagian dari hasil tersebut. Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa di dalam fatwanya menyebutnya sebagai zakat professional (zakat 
profesi) karna termasuk dalam kategori zakat perniagaan yaitu harta yang 
diwajibkan untuk dikeluarkan zakat.  
  Dewan Hisbah juga dalam fatwanya mewajibkan mengeluarkan 
sebagian harta dari hasil profesi tersebut namun disebut sebagai infaq profesi 
karna zakat merupakan ibadah mahdhah yang telah ditentukan 
pelaksanaannya dan tiada dalil dan qaul atsar mengenainya. Maka Dewan 
Hisbah menyebutnya dengan infaq profesi dimana infaq profesi ini tidak 
terkait dengan ibadah mahdhah sehingga pelaksanaannya sesuai dengan 
aturan dari pihak jam’iyyah. Tetapi kedua lembaga fatwa tersebut sama-
sama berpendapat bahwa hasil daripada profesi, upah, gaji dan honorarium 
itu wajib dikeluarkan sebagian daripada hasil tersebut.  
 
B. Perbedaan dalam Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah 
Persatuan Islam Indonesia Tentang Zakat Profesi. 
1. Hukum Zakat Profesi 
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia telah menetapkan Hasil dari pendapatan professional (profesi) 
adalah wajib karena zakat profesi termasuk dalam zakat perniagaan. Zakat 
profesi adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat profesi 
sebanyak 2.5% dari jumlah penghasilan profesi tersebut. 
 
































  Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia pula berpendapat bahwa 
zakat merupakan ibadah mahdhah dimana segala ketentuan dan aturannya 
ditetapkan oleh Allah Swt lewat pensyariatan dari Rasulullah Saw. Kalau ada 
dalil yang pasti barulah zakat itu dikeluarkan dan sebaliknya bila tiada dalil 
tentangnya, maka zakat tidak boleh direkayasa. Oleh karena itu Dewan 
Hisbah menolak kewajiban zakat profesi karena tidak pernah dicontohkan 
oleh Rasulullah Saw. Namun Dewan Hisbah mewajibkan mengeluarkan 
infaq profesi karena sifat infaq adalah lebih terbuka berbeza dengan zakat 
yang harus ada panduan dari Rasulullah Saw seperti dalam permasalahan 
kadar nisāb dan haul. Maka infaq profesi tersebut boleh dilakukan mengikut 
keperluan umat Islam semasa dan mengikut keputusan dari pemimpin. 
2. Metode Istinbath yang Digunakan dalam Menentukan Hukum Zakat 
Profesi 
  Dasar hukum yang digunakan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 
Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia adalah dari dalil-
dalil umum dari Al-Qur’an yaitu dari surat al-Baqarah ayat 267 yaitu: 
َي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُ وأ۟ا أَنِفُقو۟ا ِمن طَي ِ  ُتْم َوِمَّاأ َأْخَرْجَنا َلُكم مِ َن ٱْْلَْرِض ْۖ وَ َيَٰأ ََل تَ َيمَُّمو۟ا بَِٰت َما َكَسب ْ
َاِخِذيِه ِإَلَّأ أَن تُ ْغِمُضو۟ا ِفيِه ِۚ َوٱْعَلُموأ۟ا أَنَّ ٱَّلََّ َغِِنٌّ َحَِ  دٌ يٱْْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم بِ    
 Artinya: 
 Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari 
 hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
 keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
 buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 
 sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan
 
































 mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
 Maha Terpuji. (al-Baqarah [2]: 267)3 
 
 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia menggunakan dalil dari surat al-Baqarah tersebut 
sebagai dasar hukum mereka mewajibkan zakat profesi. Selain itu mereka 
juga menggunakan hadits sebagai dasar hukum menetapkan kewajiban 
zakat profesi yaitu: 
َْ مُ َحِدْيُث أِب ُموَسى َقاَل: َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعَلى ُكلِ   ْسِلِم َصَدَقٌة َقالُوا: َفِإْن 
ٌْ أَوْ  َْ َيْسَتِط ٌُ نَ ْفَسُه َويَ َتَصدَُّق َقالُوا: فَِإْن  َف ْد قَاَل: فَ يَ ْعَمُل بَِيَدْيِه فَ يَ ن ْ َْ يَ ْفَعْل قَاَل: فَ ُيِعنْيُ َيَِ  
َْ ْلَخْْيِ َأْو قَ َذا اْْلَاَجِة اْلَمْلُهوَف َقالوا: َفِإْن َْ يَ ْفَعْل َقاَل: فَ َيْأ ُمُر بِ  اَل: ِِبْلَمْعُروِف قَاَل: : َفِإْن 
 يَ ْفَعْل قَاَل: فَ ُيْمِسُك َعِن الشَّرِ  َفإنَُّه َلُه َصَدَقٌة.
Abu Musa berkata: "Nabi bersabda: Setiap muslim wajib 
bersedekah. Sahabat bertanya: Jika tidak mampu? Nabi menjawab: 
Bekerjalah dengan tangannya dan pergunakan untuk dirinya lalu 
bersedekahlah. Sahabat bertanya lagi: Jika tidak mampu? Nabi 
menjawab: Bantulah orang yang sedang butuh bantuan. Sahabat 
bertanya: Jika tidak bisa juga? Jawab Nabi: Mengajaklah pada 
kebaikan. Sahabat bertanya lagi: Jika tidak mampu? Jawab Nabi: 
Menahan diri dari kejahatan menjadi sedekah untuk dirinya sendiri. 
(H. R. Bukha>ri> No 6022).4  
 
 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia juga mengqiyaskan zakat profesi ini dengan zakat 
perniagaan karena mereka berpendapat zakat profesi ini adalah termasuk 
dalam zakat perniagaan. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa juga dalam 
                                                             
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim …, 45. 
4 Imam Bukha>ri>, Sha>hih Bukha>ri> (Beirut, Damsyik: Dar al-Kathir, t.t), 1510. 
 
































permasalahan nisab mengqiyaskan dengan nisab zakat emas yaitu sebanyak 
85 gram emas dan mengeluarkan 2.5% daripada jumlah tersebut.  
 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa juga menggunakan dasar 
kemaslahatan umat dalam permasalahan haul pada zakat profesi yakni 
mengecualikan syarat haul dalam zakat profesi lebih bertepatan dengan 
konsep keadilan dimana dengan syarat haul dapat memberi kesempatan 
kepada orang kaya untuk mengelakkan diri daripada membayar zakat. Hal 
tersebut mempengaruhi fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam dalam menetapkan kewajiban 
mengeluarkan zakat profesi. 
 Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia menggunakan dasar 
hukum yang berbeda dalam menetapkan hukum zakat profesi. Dewan 
Hisbah menggunakan dasar al-Qur’an dari surat al-Bayyinah ayat 5 yaitu: 
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَََّلَة َويُ ْؤتُو َوَما أُِمُروا ِإَلَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّلََّ ُُمِْلصِ  ِلَك نَي َلُه الدِ   َوذَٰ
ا الزََّكاَةِۚ
 ِديُن اْلَقيِ َمِة  
 
 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
 dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
 agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
 menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Al- 
Bayyinah [98]: 5)5 
 
 Dasar al-Qur’an lain yang digunakan oleh Dewan Hisbah dalam 
fatwanya menggunakan dalil yang bermaksud melakukan hanya perkara 
                                                             
5 Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim …, 598 
 
































yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan perkara yang tidak 
disuruhnya adalah surat al-Hasyr ayat 7 yaitu: 
 ِإنَّ اَّلََّ َشِديُد اْلِعَقابِ 
ْۖ
 َوات َُّقوا اَّلََّ
 َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه َفانتَ ُهواِۚ
“Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa 
yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (Al-Hasyr[59]: 7).6 
 
 Dewan Hisbah Persatuan Islam juga menggunakan dasar hukum 
hadits dalam menolak kewajiban zakata profesi yaitu: 
ٌُ َدِويُّ هللِا يَ ُقوُل َجاَء َرُجٌل إََل َرُسوِل هللا ِمْن أَْهِل ََنٍْد ََثئَِر الرَّْأسِ َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبدِ   ُيْسَم
ُس َصَلَواٍت َصْوتِِه َوََل يُ ْفَقُه َما يَ ُقوُل َحَّتَّ َدََن فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْسََلِم فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َخَْ 
َلِة فَ   َوِصَياُم َرَمَضاَن قَاَل َقاَل َهْل َعَليَّ َغْْيَُها قَاَل ََل ِإََل أَْن َتَطوََّع َقاَل َرُسوُل هللاِف الُيَ ْوِم َواللَّي ْ
َغْْيُُه قَاَل  َهْل َعَليَّ َغْْيُُه َقاَل ََل ِإَلَّ أَْن َتَطوََّع قَاَل َوذََكَر َلُه َرُسوُل اللهؤ الزََّكاَةؤقَاَل َهْل َعَليَّ 
َقاَل َرُسوُل هللا  َطوََّع َقاَل َفَأْدبَ َر الرَُّجُل َوَهَو يَ ُقوُل َوهللا ََل أَزِيُد َعَلي َهَذا َوََل أَنْ ُقصُ ََل ِإَلَّ َأْن تَ 
َلَح ِإْن َصَدَق. رواه البخاري  أَف ْ
 
Dari malik, sesungguhnya ia mendengar Thalhah bin Ubaidillah 
berkata, “Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah Saw dari 
penduduk Najed dengan rambut kusut, terdengar suaranya keras tapi 
tidak difahami, sehingga ia mendekat. Ternyata dia bertanya tentang 
Islam, Rasulullah menjawab, Tidak! Kecuali jika engkau hendak 
mengerjakan yang sunat. Lalu Rasulullah Saw bersabda, Shaum di 
bulan Ramadhan. Ia bertanya, apakah atasku ada yang lainnya? Nabi 
menjawab, tidak! Kecuali jika engkau hendak mengerjakan yang 
sunat. Ia (Thalhah) berkata, selanjutnya Rasulullah Saw 
menerangkan tentang zakat kepada orang itu. Ia bertanya, apakah 
atasku ada yang lainnya? Nabi Saw menjawab, Tidak! Kecuali jika 
engkau hendak melaksanakan yang sunat. Ia (Thalhah) berkata, laki-
laki itu terus pergi seraya mengatakan, Demi Allah aku tidak akan 
menambah atau mengurangi atas hal ini. Rasulullah Saw bersabda, 
Berbahagialah ia jika ia benar.” H.R. Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari 
1: 25 
                                                             
6 Ibid., 546 
 


































 Hadits di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu ibadah itu tidak 
boleh ditambah dan dikurangi tanpa adanya perintah dari Rasulullah Saw. 
Oleh karena itu, pihak Dewan Hisbah menolak kewajiban zakat profesi atas 
dasar tiada dalil yang jelas mengenai kewajiban zakat profesi tersebut.  
3. Kadar Zakat Profesi dan Tempoh Haul Zakat Profesi 
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia menetapakan kadar zakat profesi adalah sebanyak 85 
gram emas dan kadar bayaran adalah 2.5% daripada kadar penghasilan 
setahun.  
  Permasalahan tempoh haul, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia tidak mensyaratkan 
tempoh haul yang juga mengambil dari pendapat Yusuf al-qardawī yaitu 
tidak mensyaratkan haul atas zakat profesi atas beberapa faktor antaranya: 
1. Faktor keumuman nas-nas al-Qur’an yang mewajibkan orang 
kaya tentang kewajiban membayar zakat sebagai bukti iman dan 
kepatuhan seseorang kepada agama. 
2. Faktor tidak menggunakan syarat haul lebih bertepatan dengan 
konsep keadilan. Hal ini adalah karena dengan mengenakan 
 
































syarat haul, memberi kesempatan kepada golongan kaya untuk 
mengelakkan diri dari mengeluarkan zakat.7 
 Dewan Hisbah pula tidak menetapkan kadar nisab dan haul karena 
mereka mewajibkan infaq profesi dimana dalam permasalahan infaq profesi 
tidak ada penetapan mengenai syarat nisāb dan haul sehingga lebih mudah 
untuk dikondisikan dalam masyarakat. Kadar dan haul tersebut tergantung 
kepada pimpinan jam’iyyah mengikut keperluan semasa umat Islam. 
4. Cara mengeluarkan zakat profesi 
 Cara mengeluarkan zakat profesi menurut Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia adalah 
berdasarkan pendapatan setahun dan setelah ditolak dengan keperluan 
kehidupan pokok harian dan dikeluarkan sebanyak 2.5% dari jumlah 
pendapatan tersebut. Hal tersebut berarti gaji atau penghasilan yang diterima 
perbulan akan dikalikan 12 karna setahun ada tempoh 12 bulan. Kemudian 
akan ditolak dengan kebutuhan pokok dan hasil daripada jumlah tersebut 
akan dikeluarkan 2.5% sebagai zakat profesi. Pembayarannya boleh 
dilakukan per bulan dimana hasil setelah dikeluarkan 2.5% tadi dibagi lagi 
menjadi 12 dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang akan dikeluarkan 
oleh seseorang setiap bulan.8 
                                                             
7 Pusat Pungutan Zakat, “Zakat Pendapatan”, dalam http://zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-




































 Pendapat dari Dewan Hisbah Persatuan Islam pula, tidak ada cara 
khusus untuk mengeluarkan infaq profesi dimana infaq profesi boleh 
dikeluarkan pada kapanpun dan kadarnya juga tergantung dengan pimpinan 
ja’miyyah.  
 



































 Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang hukum zakat profesi 
menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia telah menetapkan bahwa hukum bagi zakat 
profesi adalah wajib karena zakat profesi termasuk dalam zakat 
perniagaan sedangkan Dewan Hisbah Persatuan Islam Indonesia 
telah menetapkan bahwa hukum bagi zakat profesi adalah tidak 
wajib karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang ketentuannya 
ditetapkan oleh Allah Swt melalui pensyariatan oleh Rasulullah.  
2. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia dan Dewan Hisbah Persatuan Islam 
Indonesia memilki persamaan yaitu menggunakan metode istinbath 
hukum yang sama yaitu al-Qur’an, Sunnah, qiyas, istihsan dan 
masalahah mursalah. Selain itu, mengeluarkan sabahagian dari harta 
profesi seperti gaji, honorium dan upah untuk dibagikan kepada 
golongan yang tidak berkemampuan. Adapun perbedaan yang 
terdapat dalam kedua fatwa tersebut adalah perbedaan dari segi 
 
































hukum zakat profesi itu sendiri dimana Muzakarah Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 
menetapkan bahwa wajib mengeluarkan zakat profesi atas dasar 
profesi termasuk dalam zakat perniagaan manakala Dewan Hisbah 
menolak kewajiban zakat profesi atas dasar zakat merupakan ibadah 
mahdhah yang ketentuannya ditetapkan oleh Allah Swt melalui 
pensyariatan oleh Rasulullah. Selain itu perbedaan dalam metode 
istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi. 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa menggunakan metode qiyas dalam 
mewajibkan hukum zakat profesi manakala Dewan Hisbah menolak 
kewajiban hukum zakat profesi dengan menggunakan dalil dari al-
Qur’an dan Hadits. Di samping itu, perbedaan dari segi nisab dan 
haul zakat yaitu Muzakarah Jawatankuasa Fatwa menetapkan nisab 
bayaran sebanyak 2.5% tanpa menetapkan tempoh haul manakalah 
Dewan Hisbah tiada ketetapan tertentu dalam infaq profesi. Akhir 
sekali, perbedaan dari segi cara mengeluarkan zakat.  
 
B. Saran 
 Penelitian ini memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beragam 
pihak sebagaimana berikut: 
a. Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Persatuan 
Islam Indonesia yaitu fatwa hukum dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut 
sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung melalui 
 
































beragam media akademik (jurnal, buku, dan penerbitan) maupun media 
sosial (pengajian, sosialisasi anggota dan masyarakat). 
b. Kepada para aghniya, walaupun ayat tentang kewajiban zakat profesi tidak 
ditulis secara tegas, namun penggunaan harta benda untuk mendukung 
dakwah Islam, kemaslahatan ummat dan pelayanan sosial harus lebih 
ditingkatkan lagi. 
c. Kepada FSH UINSA. Kajian komparasi produk fatwa lintas madzhab, 







































Abbas, Rafid. “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam”. Al-
 Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.6, No.1, April 
 2016. 
 
Abdullah, Aab. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”. Al-Maslahah Jurnal 
 Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 1. 2013. 
 
Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi. “AL-Maslahah AL-Mursalah dalam 
 Penentuan Hukum Islam”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 
 2018. 
 
Al-Bakri, Zulkifli Mohammad. Al-Fiqh Al-Manhaji, Ibadat Dalam Fiqh Al-
 Syafi’i. Selangor: Darul Syakir Enterprise. 2011. 
 
Al-Juzairi>, Abdurrahman. Fiqh Empat Mazhab, Jilid 2. T.tp.,: Pustaka al-Kautsar. 
 T.t., 
 
Anas, Dadan Wildan. Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam. Tengerang 
 Selatan: Amana Publishing, 2015. 
 
Al-Qarda>wi>, Yu>suf. Fiqh Al-Zaka>t, Ter Dr. Monzer Kahf, Volume II. Jeddah: 
 Scientific Publishing Center King Abdul Aziz University, t.t., 
 
Barkah, Qodariah. Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf. Jakarta: Prenamedia. 2020. 
 
Bukh}a>ri, Mokhtasar Sahi>h Al-Bukh}a>ri. Cairo: Islamic INC. 2008. 
 
-------, Shahi>h Bukh}a>ri. Beirut: Darrul Kutubul Ilmiah. 1992. 
 
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ictiar BaruVan Hoeve. 
 1996. 
 
Da>wud, Abu>. Sunan Abi> Da>wud, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. T.t.,. 
 
-------, Sunan Abi> Da>wud. Riyadh: International Iedeas Home INC, t.t.,. 
 
Dimyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan 
 Bisnes Islam, Vol.2, No. 2. 2017. 
 
Din, Mohamed Anwar Omar, “Peranan UMNO Menegakkan Islam dalam 
 Perlembagaan Persekutuan: Satu Kajian Secara Kronological”. 
 Akademika 87, No.1. April, 2017. 
 
 
































Fakhruddin. Fiqh dan Managemen Zakat di Indonesia. Yogyakarta: UIN malang 
 Press. 2008. 
 
Hafiduddin, Didin. Panduan tentang Zakat, Infaq, Sedekah. Jakarta: Gema Insani. 
 1998. 
 
-------, Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002. 
 
Haji Abdullah, Luqman. Et.al., “Kedudukan Mazhab Syafi’I dalam Fatwa-Fatwa di 
 Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa majlis 
 Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010, Jabatan Fiqh dan Usul, University 
 Malaya, 2013 
 
Hertina. “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemerdayaan 
 Ummat”. Jurnal Hukum Islam, No.1, Vol. XIII. Juni, 2013. 
 
Huda, Alamul. “Maqasid Syariah dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis”. Jurnal 
 Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.  
 
Ja’afar, Muhammad. Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji. Jakarta: Kalam 
 Mulia. 2003. 
 
Kamiluddin, Uyun. Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan 
 Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Tafakur. 1999. 
 
Latifah, Anik Nur. “Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya”. At-
 Tahdzib Jurnal Studi dan Muamalah, Vol. 3, No. 2. 2015. 
 
Mahjuddin, Masail Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa 
 Kini. Jakarta: Karam Mulia, 1998. 
 
Ma>jah, Ibnu. Sunan Ibnu Ma>jah. Riyadh: t.tp.,: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.t., 
 
Marimin, Agus, dkk.. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”. 
 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No.01, Vol. 01. Maret, 2015. 
 
Mokhtar, Mohd Syazwan. “Sejarah Perkembangan Majlis Raja-Raja Melayu”. 
 Universiti Kebangsaan Malaysia. Januari, 2019. 
 
Musthafa. “Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya Dengan Kewajiban 
 Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 
 178 H). Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1. Januari-Juni, 2019.  
 
Nasohah, Zaini. “Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia”. Jurnal 
 Islamiyat, Januari, 2005. 
 
 
































Noer, Deliar. Gerakan Moderan Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 
 1982. 
 
Pakpahan, Elpianti Sahara. “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi”. Jurnal Al-
 Hadi, Vol. III, No. 2. Januari-Juni, 2018. 
 
Rahmat, Riki Jalaluddin. “Hukum Zakat Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan 
 Islam dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama”. Skripsi--UIN Sunan 
 Gunung Djati, Bandung. 2018. 
 
Rismawati, Widiana, Solehuddin. “ Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Beristidlal 
 Dengan Hadits: Studi Fatwa Tentang Tambahan Rakaat Makmum 
 Yang Masbuq”. Diroyah Jurnal Ilmu Hadits, Vol. 1, No. 2, Maret, 
 2017. 
 
Riyadi, Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”. Jurnal 
 Zakat dan Waqaf, No.1 Vol.2. Juni, 2015. 
 
Rosele, Muhammad Ikhlas. “Konflik Fatwa di Malaysia Satu Kajian Awal”. 
 Jurnal Fiqh, No.10. 2013. 
 
Rusyd Ibnu. Bidayatul Mujtahid Ter Ahmad Abu Al-Majid, Jilid 1. T.tp.,: Pustaka 
 Azzam, t.t., 
 
Saari, Mohammad. JAKIM, 4 Dekad Memacu Transformasi Pengurusan Hal 
 Ehwal Islam. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2012. 
 
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3. Jakarta: Cakrawala. 2018. 
 
Shalehuddin, Wawan Shofwan. Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah 
 Persatuan Islam (PERSIS), Tentang Akidah dan Ibadah. Bandung: 
 Persis Press. 2019. 
 
-------, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah. Bandung:  Tafakur. 2011. 
 
Shiddiqy, Hasby. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki. 1999. 
 
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 1. Jakarta: Kencana. 2011. 
 
Tasliyah, Nihayatul, “Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan 
 PERSIS”, Istidlal, Vol. 2, No. 1, April 2018. 
Trigiyatno, Ali. “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya”, Jurnal 
 Hukum Islam, Vol. 14, No. 2. Disember 2016. 
 
 
































Wahid, Hairunnizam. “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia”. 
 Kumpulan Kajian Ekonomi dan Kewangan Islam. Universiti 
 Kebangsaan Malaysia, Selangor. 
 
Yasin Achmad. Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam). Surabaya: 
 UIN Sunan Ampel Surabaya. 2013 
 
Zahidin, M. Hasbi Umar. “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama 
 Konservatif dan Progresif”. Jurnal Literasiologi, Vol. 3, No. 4, Januari-
 Juni 2020. 
 
Zuhaily, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 3, Darul Fikr: Gema Insani, t.t., 
 
Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 
 Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
 Malang, 1995. 
 
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: 
 Emir, 2014. 
 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Garis Panduan Pengeluaran Fatwa di 
 Malaysia.  Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2017. 
 
Jakim. Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
 Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Selangor: 
 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2015. 
 
Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Zakat Praktis, Jakarta: t.p.,  
 2013. 
 
Kementerian Agama RI. Al-Qur’anulkarim, Terjemah Tafsir Per-Kata, Bandung: 
 SYGMA Publishing. 2010.  
 
PERSIS. Qanun Asasi Persatuan Islam. Bandung: Sekretariat PP. Persis. 1991. 
 
Pusat Pimpinan Persis. Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dhakhili Persatuan Islam. 
 Bandung: PP Persis. 1991.  
 
PERSIS, Turuqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam. Bandung: PERSIS, 
 2009. 
 
Jakim, “Latar Belakang Muzakarah Jawatankuasa MKI”, dalam http://e-
 smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan.html, 
 diakses pada 16 Januari 2021. 
 
 
































Pusat Pungutan Zakat, “Zakat Pendapatan”, dalam http://zakat.com.my/info-
 zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pendapatan/.html, diakses pada 27 
 Disember 2020. 
 
